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MOTTO 

 

تِهِم ۡ  وَالَّذِينَ هُم نََٰ  راَعُونَ  ۡ  دِهِمۡ  وَعَه ۡ  لَِِمََٰ
“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan 

janjinya.” (Q.S. Al-Mu`minun: 8)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Ahmad Ali, dkk, Ar-Rahman The Inspire Al-Qur‟anul Karim (Jakarta: CV. Al-

Qolam Publishing, 2014), 682. 
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ABSTRAK 

Shinta Rahayu, 2023, Dosen Pembimbing, Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.,  

“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Human Resource Development (HRD) 

Manager Dengan Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018)”. 

 Penelitian ini membahas mengenai persoalan dalam praktik perjanjian 

kerja secara lisan. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 

K/Pdt.Sus-PHI/2018 yang berisi pokok permasalahan yakni pihak tergugat selaku 

perusahaan yang tidak mengakui hubungan kerja antara penggugat dan tergugat. 

Meskipun terdapat bukti yang memperkuat fakta adanya hubungan kerja tersebut, 

majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hanya berpaku pada undang-undang secara 

tekstual saja. Sehingga dalam pelaksanaannya putusan Mahkamah Agung Nomor 

761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tidak mengandung unsur kepastian hukum, keadilan 

serta kemanfaatan. 

 Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana dasar 

pertimbangan hukum hakim (Ratio Decidendi) tentang tenaga kerja dengan 

perjanjian lisan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018? 2) Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 telah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas keadilan? 3) 

Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 terhadap perlindungan tenaga kerja dengan perjanjian lisan?. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengatahui dasar pertimbangan hukum hakim (Ratio 

Decidendi) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018, 

mengetahui relevansinya dengan asas-asas perjanjian dan asas keadilan serta 

mengetahui akibat hukum dari putusan tersebut.  

 Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Dengan teknik 

pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

studi kepustakaan yang kemudian diperoleh bahan-bahan pustaka seperti 

perundang-undangan, buku, jurnal, kitab hukum, skripsi, tesis, putusan hakim dan 

lain sebagainya. Adapun dalam analisis bahan hukum peneliti menggunakan 

deskriptif kualitatif sehingga dapat menghasilkan suatu argumentasi dalam 

menjawab permasalahan penelitian. 

 Kesimpulan penting yang diperoleh yaitu: 1) Dasar petimbangan hukum 

hakim pada pokoknya adalah hakim beranggapan bahwa tidak terdapat bukti 

adanya perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat sehingga hakim 

menyimpulkan bahwa tergugat tidak memiliki hubungan kerja dengan penggugat. 

2) Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tidak 

relevan dengan asas-asas perjanjian dan asas keadilan 3) Karena perjanjian kerja 

secara lisan antara penggugat dan tergugat tidak di akui dalam putusan tersebut, 

maka akibatnya penggugat tidak mendapat perlindungan hukum sebagai tenaga 

kerja yang terikat perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan/majikannya. 

 

Kata kunci: Perlindungan hukum, Perjanjian Kerja, Lisan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda sesuai 

dengan nilai-nilai dan pola tatanan masyarakatnya. Indonesia yang telah 

mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentunya juga memiliki sistem hukum. 

Menariknya, ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum 

Eropa Kontinental, Hukum Islam dan Hukum Adat.
1
 Sudikno Mertokusumo 

mengumpamakan sistem hukum Indonesia seperti gambar mosaik, yakni 

sebuah gambar yang dibagi menjadi bagian kecil yang kemudian disatukan 

lagi sehingga terlihat utuh dan terlihat sama seperti semula. Artinya tiap-tiap 

bagian tersebut tidak akan bisa berdiri sendiri karena tiap-tiap bagian tersebut 

saling berkaitan.
2
  

Sebagai pedoman dalam mengatur pola tatanan masyarakat, hukum 

haruslah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam suatu 

masyarakat. Ironisnya, Indonesia yang pernah dijajah oleh kolonial Belanda 

sampai saat ini masih menggunakan produk undang-undang mereka yang 

dibuat sesuai dengan pola tatanan masyarakat mereka. Karenanya beberapa 

poin dari undang-undang tersebut yang tidak relevan dengan corak dan prinsip 

yang telah berkembang di masyarakat kita.
3
 

                                                           
 

1
 Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 1. 

 
2
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1999), 101. 

 
3
 Artidjo Alkostar, Identitas Hukum Nasional (Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 1997), 8-11. 

1 



 2 

Seperti halnya dalam melakukan salah satu hubungan hukum yakni 

perjanjian, masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi lisan dan 

kepercayaan. Oleh karenanya sebagian besar masyarakat Indonesia dalam 

melakukan suatu perjanjian cukup dilakukan secara lisan saja karena memang 

sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi 

lisan dan kepercayaan. Dalam budaya Indonesia, kepercayaan yang diucapkan 

melaui perkataan seseorang merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Sehingga 

atas tuntutan kesusilaan tersebut, maka sudah menjadi aturan yang mutlak 

dalam masyarakat bahwa manusia yang bermartabat harus dapat di pegang 

perkataannya (dipegang omongannya). Berbeda dengan budaya Belanda 

dalam sistem Eropa Kontinental yang mempunyai budaya tulis, sehingga bukti 

utama dalam budaya mereka adalah tulisan sebagaimana sumber hukum utama 

mereka yang berupa Undang-Undang.
4
 

Salah satu produk peraturan perundang-undangan Belanda yang di 

adopsi ke Indonesia yakni Burgerlijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Karena belum adanya undang-

undang baru sebagai pengganti KUH Perdata maka peraturan perundang-

undangan tersebut sampai saat ini masih diberlakukan sebagai dasar dalam 

bidang hukum keperdataan di Indonesia sebagaimana yang telah tertulis dalam 

Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yakni: 

 

                                                           
 

4
 Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat (Yogyakarta: PRESSindo, 2009), 173. 



 3 

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama 

belum diadakan peraturan yang baru”.  

 

Meski begitu, saat ini produk perundang-undangan yang kita adopsi 

dari Belanda tersebut tidak dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang 

timbul dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Salah satunya yakni tidak 

terdapat aturan dan penjelasan yang mengatur mengenai perjanjian lisan atau 

tak tertulis. Tidak adanya aturan mengenai hal tersebut bukan hanya karena 

karakteristik dari sistem hukum mereka yang memiliki budaya tulis saja, tetapi 

juga dalam sistem hukum Eropa Kontinental menganut filsafat positvisme 

hukum yang meyakini bahwa bukan keadilan dan kemanfaatan yang menjadi 

tujuan utama hukum, akan tetapi kepastian hukumlah yang menjadi tujuan 

utama hukum. Filsafat positvisme hukum lebih memprioritaskan sesuatu yang 

sifatnya pasti atau positif dan menatakan bahwa hanya yang bersifat pasti saja 

yang bisa menjadi patokan dalam menilai suatu kebenaran.
5
 

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum yang baik ialah 

hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan 

merupakan cerminan dari nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam suatu 

masyarakat.
6
 Maka dari itu selain sistem Hukum Eropa Kontinental, Indonesia 

juga menggunakan sistem hukum yang mencerminkan nilai dan cita-cita 

hukum Indonesia yakni Hukum Adat atau yang dikenal sebagai hukum yang 

hidup (living law). Dengan adanya pluralitas hukum di Indonesia ini maka 

                                                           
 

5
 Zaka Firma Aditya, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas 

Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia” Jurnal 

Rechts Vinding, Volume 0, Nomor 1, (April 2019):  41-42. 
 

6
 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 

Nasional (Bandung: LPHK FH Unpad-Binacipta, 1976), 8. 



 4 

hukum yang berkepribadian Indonesia adalah yang lebih tepat untuk dijadikan 

landasan hukum dalam mengatur tata masyarakat.
7
 Karena selain hukum 

tersebut mencerminkan nilai dan cita-cita Indonesia, hukum yang seperti itu 

juga relevan dengan kebutuhan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia. 

Akan tetapi melihat realitas yang terjadi dalam perkembangan hukum 

saat ini bahwa hukum di Indonesia semakin diarahkan pada sistem hukum 

yang tertulis (Eropa Kontinental) sehingga karena hal tersebut eksistensi 

hukum adat di Indonesia semakin ditinggalkan. Padahal dalam suatu 

mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jika suatu 

peraturan perundang-undangan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakatnya, maka tentu akan mendapat penolakan dari masyarakat 

itu sendiri.
8
 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam KUHPerdata 

yang merupakan undang-undang warisan Belanda tersebut tidak mengatur 

mengenai perjanjian lisan. Tentunya jika dilihat dari kebiasaan masyarakat 

Indonesia serta ciri khas budayanya yang menjunjung tinggi lisan dan 

kepercayaan. Karena tidak adanya aturan yang mengatur kebiasaan 

masyarakat terkait perjanjian lisan maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya 

kekacauan terhadap hukum itu sendiri.  

                                                           
 

7
 Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Bandung: 

P.T. Alumni, 2002), 21-24. 
 

8
 Lastuti Abu bakar, “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam 

Membangun Sistem Hukum Indonesia” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, No. 2 (Mei 2013): 319-

322. 
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Indonesia berdasarkan undang-undang juga bertugas untuk 

menciptakan lapangan kerja kepada warga negaranya. Tidak hanya itu, negara 

juga berkewajiban untuk menjamin semua pihak dalam suatu hubungan kerja 

agar mendapat penghidupan yang layak dan mendapat perlakuan yang adil.
9
 

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (2) UUD 

1945: 

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan, dan setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 

kerja.”
10

 

  

Dalam hal ini maka wajib bagi pemerintah untuk memberi 

perlindungan kepada seluruh hubungan hukum yang dilakukan masyarakat 

hingga kemudian muncul dan berkembang istilah perlindungan hukum. 

Pembahasan dan persoalan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Adanya hubungan hukum antara pekerja dan perusahaan 

dikarenakan para pihak tersebut melakukan perjanjian kerja. Artinya 

hubungan kerja tidak akan tercipta apabila sebelumnya tidak pernah ada suatu 

perjanjian kerja.  

Oleh karenanya eksistensi perjanjian kerja merupakan suatu hal yang 

esensial karena perjanjian kerja merupakan dasar mengikatnya hubungan 

                                                           
 

9
 Tanti Kirana Utami dan Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial” Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 2, (2016): 409, 

https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a10. 
 

10
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 

(2) jo. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 

https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a10
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kerja.
11

 Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-

Undang Ketenagakerjaan: 

“Hubungan antara pengusaha dan pekerja adalah berdasarkan 

perjanjian  kerja”. 

 

Dalam pandangan ilmu sosiologis kedudukan pekerja dalam hubungan 

kerja merupakan kedudukan yang lemah. Sehingga persoalan yang kemudian 

terjadi ketika pengusaha bersikeras terhadap kehendaknya maka pekerja 

sangat kesulitan untuk menentang kehendak tersebut. Maka dalam hal ini  

perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan hal yang sangat penting 

untuk dioptimalkan demi terjaminnya hak-hak dasar pekerja.
12

 Untuk itu 

pemerintah mengeluarkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Salah satu dari aturan turunan tersebut yakni 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan 

Hubungan Kerja. 

Melalui dibentuknya peraturan ini, pemerintah berupaya untuk 

mewujudkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Dengan adanya peraturan 

ini maka dapat mencegah terjadinya perselisihan antara pekerja dan 

perusahaan. Dalam hal ini niat dan upaya pemerintah dalam mencegah 

terjadinya sengketa yang merupakan suatu kemudharatan, sesuai dengan salah 

satu kaidah fiqih yakni: 

                                                           
 

11
 Meggamillanda Ihclasul Ummah, “Perlindungan Hukum Kuli Bangunan Yang 

Terikat Kerja Berdasarkan Perjanjian Lisan Perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 

dan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 3. 
 

12
 Fauzi Sumardi dan Ridho Mubarak, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja 

Yang Dibuat Secara Lisan Juridical Review Of Work Agreements Made Orally” Jurnal Ilmiah 

Penegakan Hukum, (Desember 2018): 9. 



 7 

 دَرْءاُلْمَفْاسِدِ أَوْلََ مِنْ جَلْبِ الْمَصَلِح
 

Artinya: "Mencegah mudharat (kerusakan) lebih utama daripada 

mendatangkan kemaslahatan”.
13

 

 

Islam sendiri memperbolehkan segala bentuk kegiatan transaksi antar 

manusia selama transaksi tersebut tidak bertentangangan dengan prinsip-

prinsip muamalah dalam Islam.
14

 Selain itu syarat sah perjanjian tertuang 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

1. kesepakatan kedua belah pihak;  

2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;  

3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;  

4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
15

 

Berdasarkan syarat sah perjanjian kerja diatas maka dapat diketahui 

bahwa tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja harus 

dibuat secara tertulis. Artinya, perjanjian kerja yang dibuat secara lisan dapat 

dikatakan sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa 

perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis. Erich Fromm 

mengatakan dalam buku yang berjudul Hukum Adat dan Modernisasi Hukum 

sebagai berikut: 

                                                           
 

13
 Khairunnisah, “Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda Provinsi NTB No. 5 

Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maslahah Mursalah” (Skripsi, UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 41. 
 

14
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam 

(Yogyakarta: UII Press, 2000),8. 
 

15
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Pasal 52 Ayat 1. 



 8 

“Bahwa suatu hubungan kerja modusnya adalah saling menjadi bukan 

memiliki. Hal tersebut bisa saja terjadi jika saja dalam hubungan kerja 

tersebut memenuhi syarat persamaan, kerjasama, keterbukaan serta 

kepercayaan. Apabila asas hubungan kerja ini dapat menjadi pedoman 

bagi pekerja dan majikannya maka sifat hubungan kerja tidak perlu 

dilakukan secara kontraktual atau tertulis.”
16

  

 

Apabila mengamati realitas yang terjadi, meskipun perkembangan 

masyarakat semakin maju, sebagian besar tenaga kerja masih mengikat dirinya 

dalam hubungan kerja dengan perjanjian kerja secara lisan. Tidak hanya yang 

bekerja sebagai kuli bangunan, bahkan HRD Manager suatu perusahaan juga 

mengikat dirinya dalam hubungan kerja dengan perjanjian kerja secara lisan. 

Akan tetapi walau pada akhirnya mereka menyetujui perjanjian kerja 

yang hanya dilakukan secara lisan, hal tersebut menempatkan pekerja dalam 

keadaan yang dilematis.
17

 Di satu sisi para tenaga kerja tersebut membutuhkan 

pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, semetnara apabila perjanjian 

kerja hanya dilakukan secara lisan maka ini dapat merugikan pihak pekerja. 

Selain pekerja yang memiliki posisi yang lemah dibanding pihak pemberi 

kerja, karena semakin canggihnya teknologi ada banyak cara yang 

memungkinkan pihak yang lebih kuat posisinya untuk melakukan hal yang 

diluar kesepakatan sehingga mengakibatkan jaminan perlindungan hukum 

bagi para pekerja sulit didapatkan. 

Realitas permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan tersebut serupa 

dengan permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 

K/Pdt.Sus-PHI/2018. Realitas permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan 

                                                           
 

16
 M. Syamsudin, Endro Kumoro, dkk, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum 

(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), 222-224. 
 

17
 Meggamillanda Ihclasul Ummah,5-6. 
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tersebut serupa dengan permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018. Yang mana dalam putusan tersebut majelis 

hakim tidak memandang bahwa perjanjian kerja secara lisan sejatinya diakui 

oleh undang-undang. Meskipun bukti-bukti yang diajukan di persidangan 

menguatkan fakta bahwa benar telah terjadi perjanjian kerja secara lisan antara 

penggugat sebagai tenaga kerja dengan tergugat sebagai perusahaan tetapi 

majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut  

Permasalahan ini bermula ketika Tergugat mengangkat Penggugat 

secara lisan sebagai HRD Manager di perusahaannya pada tanggal 1 April 

2013. Sejak saat itu hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berjalan 

sebagaimana mestinya hingga pada bulan April 2017 Penggugat diberhentikan 

secara sepihak oleh Tergugat sehingga hubungan kerja tersebut Tergugat 

akhiri dengan iktikad tidak baik.
18

 

Tergugat dalam hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 151 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat (1), (2) dan (3) karena Tergugat 

tidak berusaha untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja antara 

Tergugat dan Penggugat tersebut. Perusahaan (Tergugat) tidak boleh 

seenakanya saja melakukan pemutusan hubungan kerja kecuali pekerja yang 

bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran berat dan dinyatakan oleh 

pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
19

 Adapun dalam hal ini 

berdasarkan Pasal 152 UU Nomor 13 Tahun 2003 ayat (3) Penggugat berhak 

                                                           
 

18
 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI.Bdg., 2-3. 

 
19

 Nikodemus Maringan, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, (2015): 3. 
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dan dilindungi oleh Undang-undang untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. 

Setelah putusan ini disampaikan kepada kedua belah pihak, Penggugat 

tidak puas dengan isi putusan tersebut sehingga Penggugat melakukan upaya 

hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018. Akan tetapi majelis hakim menyatakan bahwa putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan yang diajukan 

oleh pemohon kasasi tersebut harus di tolak.
20

  

Berdasarkan permasalahan yang telah terjadi tersebut, maka tentu saja 

dapat dilihat bahwa aturan mengenai kekuatan perjanjian lisan memang belum 

mampu memberi perlindungan secara maksimal terhadap seluruh pihak yang 

mengadakan perjanjian tersebut. Benarlah kiranya apabila dalam Undang-

undang buatan Belanda tersebut tidak memberi ketentuan dan aturan dalam 

melakukan perjanjian secara lisan karena memang budaya mereka yang 

mengharuskan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan publik maupun 

privat harus dibuat secara tertulis yang mana hal ini berbeda dengan budaya 

Indonesia.  

Di Indonesia banyak pekerja yang melakukan perjanjian kerja hanya 

secara lisan dengan pihak yang memberi pekerjaan. Tidak hanya para pekerja 

yang bekerja sebagai kuli bangunan atau pegawai kantor saja, bahkan pegawai 

perusahaan yang memiliki jabatan sebagai HRD Manager saja juga melakukan 

                                                           
 

20
 Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018., 5-6. 
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perjanjian kerja secara lisan. Karena tidak adanya regulasi yang secara rinci 

mengatur kebiasaan yang telah menjadi prinsip dan ciri khas masyarakat 

Indonesia tersebut, maka ditemukanlah suatu interpretasi bahwa Undang-

Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya yakni Undang-Undang 

Cipta Kerja masih belum maksimal dalam memberi perlindungan hukum 

terhadap pekerja yang mengikat dirinya dalam hubungan kerja dengan 

perjanjian kerja secara lisan. 

Karena permasalahan ini sangat penting untuk diteliti, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait keabsahan dan 

kekuatan perjanjian kerja secara lisan di Indonesia. Sehingga nantinya dapat 

menghasilkan penemuan hukum yang dapat menunjang tercapainya kepastian 

hukum terhadap pekerja dalam mengidentifikasi keabsahan perjanjian kerja 

secara lisan yang disesuaikan dengan asas perjanjian dan asas keadilan. 

Dengan berbagai penjelasan latar belakang diatas peneliti hendak melakukan 

penelitian dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI TENAGA KERJA HUMAN RESOURCE 

DEVELOPMENT (HRD) MANAGER DENGAN PERJANJIAN KERJA 

SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 

761 K/PDT.SUS-PHI/2018)”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, agar titik fokus 

pembahasan menjadi lebih jelas maka dalam penelitian ini perlu adanya 
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penyusunan fokus penelitian.
21

 Di antara fokus penelitian dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (Ratio Decidendi) tentang 

tenaga kerja dengan perjanjian lisan dalam putusan Mahkamah Agung 

Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018? 

2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 telah 

sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas keadilan? 

3. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 761 

K/Pdt.Sus-PHI/2018 terhadap perlindungan tenaga kerja dengan 

perjanjian lisan? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan fokus penelitian diatas maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim (Ratio Decidendi) 

tentang tenaga kerja dengan perjanjian lisan dalam putusan Mahkamah 

Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018; 

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara putusan Mahkamah Agung Nomor 

761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 dengan asas-asas perjanjian dan asas keadilan; 

3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perlindungan tenaga kerja 

dengan perjanjian lisan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 761 

K/Pdt.Sus-PHI/2018. 

 

                                                           
 

21
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember 2021 (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 

2021), 45. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari pemaparan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi serta beberapa manfaat, baik manfaat 

yang bersifat teoritis dan juga praktis.
22

 Adapun manfaat dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

pengembangan dan penguatan teori keabsahan perjanjian kerja secara 

lisan di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih bahan referensi baik bagi pengemban ilmu hukum maupun 

masyarakat pada umumnya dalam menggali persoalan terkait keabsahan 

perjanjian kerja secara lisan. Serta peneilitan ini diharapkan dapat 

berkontribusi dalam penyempurnaan regulasi terkait perjanjian kerja 

secara lisan di Indonesia. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi pengertian dan penjelasan dari istilah-istilah 

penting dalam judul yang akan diteliti agar kemudian tidak terjadi 

kesalahpahaman dengan istilah yang dimaksud peneliti. Berdasarkan judul 

penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Human Resource 

Development (HRD) Manager Dengan Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi 

                                                           
 

22
 Tim Penyusun, 46. 
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018)”, maka uraian 

definisi yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah sebagai berikut: 

1. Perlindungan Hukum 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan ialah 

suatu proses, cara dan perbuatan melindungi. Adapun perlindungan hukum 

merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjaga 

subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23

 

2. Tenaga Kerja 

 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah: 

 “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

 menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi  kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat.”
24

 

 

3. Human Resource Development (HRD) Manager 

HRD Manager adalah setiap orang yang bertanggung jawab 

memimpin divisi human resources dalam suatu perusahaan. Tugas umum 

HRD Manager adalah mengelola sumber daya manusia dan menunjang 

seluruh kebutuhan operasional perusahaan sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai semaksimal mungkin.
25

 

 

 

                                                           
 

23
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989), 

874. 
 

24
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 2.  
 

25
 Tati Harihayati dan Utami Dewi Widianti, “Model Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian Di PT.XYZ”,(makalah disajikan pada Seminar Nasional Teknologi Informasi dan 

Multimedia,  STMIK AMIKOM Yogyakarta, 4 Februari 2017), 133. 



 15 

4. Perjanjian Kerja Secara Lisan 

 Menurut KBBI perjanjian ialah persetujuan yang dilakukan secara 

tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang 

mana para pihak sepakat untuk mentaati isi dari persetujuan tersebut.
26

 

Menurut Kamus Hukum perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat 

oleh dua pihak atau lebih yang dilakukan secara tertulis maupun lisan dan 

para pihak sepakat untuk mentaati isi persetujuan.
27

 Perjanjian kerja 

berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 adalah: 

“Suatu perjanjian antara pekerja / buruh dan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban 

kedua belah pihak.”  

 

 Adapun perjanjian kerja secara lisan berarti perjanjian yang dibuat oleh 

pekerja dan pengusaha dengan kesepakatan secara lisan tanpa adanya 

penandatanganan yang tertuang dalam suatu tulisan.
28

 

5. Putusan Mahkamah Agung 

 Definisi putusan adalah sesuatu yang telah diputuskan.
29

 Sedangkan 

Mahkamah Agung adalah badan tertinggi yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman.
30

 Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang 

dijatuhkan oleh Mahkamah Agung selaku pengadilan tingkat tertinggi atas 

suatu sengketa yang bersifat final, mengikat serta berkekuatan hukum 

tetap.  

                                                           
 

26
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesia Edisi Ketiga, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458. 
 

27
 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 363. 

 
28

 Sumardi dan Mubarak, 8.  
 

29
 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),1239. 

 
30

 Sugono, 966.   
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Berdasarkan pemaparan definisi dari istilah-istilah diatas, maka yang 

dimaksud peneliti dalam penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Bagi 

Tenaga Kerja Human Resource Development (HRD) Manager Dengan 

Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 

K/Pdt.Sus-PHI/2018)” adalah peneliti ingin mengkaji secara mendalam 

terhadap putusan Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 yang mana putusan tersebut berterkaitan dengan  persoalan tenaga 

kerja yang melakukan perjanjian kerja secara lisan. Penelitian ini berusaha 

untuk memperkuat teori keabsahan perjanjian kerja secara lisan sehingga 

nantinya dapat menjadi acuan dalam menetapkan regulasi yang belum 

mengatur terkait perjanjian kerja secara lisan. Dengan adanya regulasi yang 

mengatur keabsahan perjanjian kerja secara lisan ini maka kedepannya para 

tenaga kerja di Indonesia bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana 

yang telah diamanatkan UUD 1945 dalam Pasal 28 D angka (1).
31

  

F. Sistematika Pembahasan 

Agar penyusunan penelitian ini terarah dan selaras dengan bidang yang 

akan dikaji dan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian 

ini maka perlu adanya alur atau sistematika pembahasan. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini adalah:  

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. 

                                                           
 

31
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 D 

angka 1.  



 17 

BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN 

Pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang didalamnya 

mencantumkan penelitian-penelitian yang memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti sehingga nantinya akan ditemukan 

keistimewaan dari penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga menyajikan 

kerangka konseptual yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan 

diteliti sehingga dapat memperkuat landasan konsep yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan tersebut. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini bersi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan 

hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, 

teknik keabsahan bahan hukum serta tahap-tahap penelitian.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi pemaparan dari pembahasan hasil penelitian yang 

terdapat dalam fokus penelitian . 

BAB V: PENUTUP  

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-

saran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pembahasan dalam penelitian terdahulu bertujuan untuk 

membandingkan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti 

lain yang mana penelitian tersebut relevan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Selain itu pembahasan dalam penelitian terdahulu juga bertujuan untuk 

menghindari plagiasi dan duplikasi. Sehingga letak pembaharuan dari 

penelitian ini dapat diketahui. Adapun penelitian terdahulu yang ditemukan 

peneliti antara lain: 

1. Wanprestasi Terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha Gabah 

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.BDW).
32

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya suatu permasalahan 

dalam jenis usaha bersama atau perjanjian kerjasama dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Bondowoso. Yang mana dalam kasus ini Penggugat 

dan Tergugat melakukan perjanjian kerjasama secara  lisan. Akan tetapi di 

kemudian hari salah satu pihak ada yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian. Karena permasalahan 

tersebut peneliti melakukan penelitian dengan tujuan  untuk mengetahui 

pemenuhan syarat sah perjanjian dan mengetahui dasar petimbangan 

hakim dalam memutus perkara ini dan relevansinya dengan ketentuan 

hukum perdata. Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 

                                                           
 

32
 Hamzad Erlangga, Wanprestasi Terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha 

Gabah (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.BDW) (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 

2019), 64. 
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: 1) Apakah perjanjian lisan  yang dibuat para pihak sudah memenuhi 

syarat sahnya perjanjian dan kebebasan  berkontrak? dan 2) Apakah 

pertimbangan hukum hakim menyatakan wanprestasi  terhadap Tergugat 

sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata?. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan  konseptual 

serta studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian lisan 

yang dibuat para pihak sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan 

kebebasan berkontrak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

kesepakatan secara lisan. Pertimbangan hukum hakim yang menyatakan 

bahwa Tergugat melakukan wanprestasi telah sesuai dengan Pasal 1243 

KUHPerdata. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama 

membahas tentang perjanjian kerja secara lisan. Namun yang 

membedakan adalah bentuk perjanjian kerja secara lisan dan fokus 

permasalahannya. Dalam penelitian ini bentuk perjanjian kerja secara lisan 

yang dimaksud adalah mengenai perjanjian kerjasama pengolahan gabah 

dan fokus permasalahan yang diakibatkan dari perjanjian secara lisan 

adalah terkait masalah wanprestasi. Sedangkan bentuk perjanjian kerja 

secara lisan yang dimaksud dalam penelitian peneliti adalah perjanjian 

kerja antara pekerja dengan perusahaan dengan fokus permasalahan 

terletak pada perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan pekerja 

yang melakukan perjanjian kerja secara lisan. 
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2. Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Emas Di 

Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut 

Hukum Perjanjian Di Indonesia
33

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dari ditemukannya transaksi arisan online 

emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 

Praktik perjanjian dalam transaksi arisan online emas tersebut dilakukan 

secara tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan 

dan kekuatan perjanjian secara tidak tertulis serta mekanisme penyelesaian 

sengketa apabila kemudian hari terjadi wanprestasi. 

 Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana kedudukan perjanjian tidak 

tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan 

Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia? 2) 

Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis arisan online emas di 

Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut 

hukum perjanjian di Indonesia? 3) Bagaimana penyelesaian jika terjadi 

wanprestasi pada arisan online emas berdasarkan perjanjian tidak tertulis 

di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?.  

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif empiris (applied normative law) dengan penelitian lapangan 

(field research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan dokumentasi.  

                                                           
 

33
 Helina Hoirunnisa, “Analisis Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online 

Emas Di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian 

Di Indonesia” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 1-91. 
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Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa kedudukan dan 

kekuatan perjanjian secara tidak tertulis dalam transaksi arisan online 

emas di Desa Bangsalsari adalah sah dan mengikat bagi para pihak. Akan 

tetapi pembuktian tersebut sulit dibuktikan. Bahkan berdasarkan Asas Al-

Kitabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mewajibkan bahwa 

suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis agar tidak mengalami 

kesulitan dalam membuktikannya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-

sama menggunakan tema besar perjanjian secara tidak tertulis atau 

perjanjian lisan. Namun yang membedakan kasus pada penelitian skripsi 

ini adalah mengenai kasus praktik arisan online emas di Desa Bangsalsari 

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan menggunakan jenis 

metode penelitian normatif empiris dalam penelitian lapangan (field 

research). Sedangkan dalam penelitian ini, kasus yang dikaji adalah kasus 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 

mengenai tenaga kerja yang terikat perjanjian kerja secara lisan dengan 

perusahaan. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda, yakni jenis 

penelitian normatif, dengan bentuk penelitian pustaka (library research). 

3. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Perjanjian 

Kerja Secara Lisan (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 501 K/Pdt.Sus-

PHI/2016).
34

 

                                                           
 

34
 Muhammad Fiqih Choirudin, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja 

Terhadap Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 501 K/Pdt.Sus-

PHI/2016” (Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, 2020) 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapat permasalahan 

pemutusan hubungan kerja dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 501 

K/Pdt.Sus-PHI/2016. Karena dirasa ada ketidaksesuaian putusan ini 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-

Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, peneliti 

melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis putusan 

tersebut dengan meneliti terkait mekanisme penyelesaian perselisihan 

pemutusan hubungan kerja dengan perjanjian kerja lisan berdasar Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja 

yang melakukan hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja secara 

lisan dapat terpenuhi. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 

mekanisme penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang 

didasarkan dengan perjanjian kerja lisan menurut undangundang nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 2) Bagaimana perlindungan 

hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja yang melakukan hubungan kerja 

didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan?. 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisanini adalah 

Metode Yuridis Normatif (Yuridis Dogmatis), yang menekankan kepada 

pengguna logis normatif yaitu berdasarkan logika dan Peraturan 

Perundang-undangan serta menggunakan logika silogisme, yaitu menarik 

kesimpulan yang sudah ada. 



 23 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial ini telah sesuai dengan mekanisme 

pemutusan hubungan kerja dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. 

Terkait perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan memang tidak 

memiliki kekuatan hukum yang bisa digunakan sebagai bukti adanya suatu 

hubungan hukum karena perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan tidak 

dapat menjamin kepastian hukum.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-

sama membahas tentang perjanjian kerja secara lisan. Namun yang 

membedakan terletak pada fokus permasalahannya. Dalam penelitian 

skripsi milik Muhammad Fiqih Choirudin ini fokus permasalahannya 

berkaitan dengan permohonan terkait gugatan upah skorsing. Sedangkan 

permasalahan peneliti terkait dengan hak-hak pekerja yang semestinya ia 

peroleh setelah di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Selain itu hasil 

penelitian ini juga belum mampu menguatkan perlunya pengaturan yang 

mengatur perjanjian kerja secara lisan. Untuk itu dalam hal ini peneliti 

hendak mengkaji lebih dalam terkait keabsahan dan kekuatan perjanjian 

kerja secara lisan di Indonesia. 

4. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja 

Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi 

Kasus Pekerja Harian Lepas PT. Pillar Permata).
35

 

                                                           
 

35
 Irna Rahmawati dan Arinto Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian 

Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi 

Kasus Pekerja Harian Lepas PT. Pillar Permata)” Novum: Jurnal Hukum, Vol. 4, No.4 (Oktober 

2017), https://doi.org/10.2674/novum.v4i4.24823. 

https://doi.org/10.2674/novum.v4i4.24823
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya permasalahan di 

PT. Pillar Permata terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja 

di perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

perlindungan hukum yang diperoleh tenaga kerja harian lepas di PT. Pillar 

Permata. 

 Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana kesesuaian 

Undang-undang Ketenagakerjaan dengan perjanjian secara lisan antara 

pekerja harian lepas dengan PT. Pillar Permata? 2) Bagaimana bentuk 

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas di PT. Pillar 

Permata?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif 

dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-

undangan. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

perlindungan hukum terhadap pekerja yang melakukan perjanjian kerja 

secara lisan  di PT. Pillar Permata belum terlaksana secara maksimal. Oleh 

karena itu perjanjian kerja yang dibuat secara lisan tidak tepat diterapkan 

di PT. Pillar Permata. Perjanjian kerja tersebut akan lebih baik apabila 

dibuat secara tertulis demi kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban 

masing-masing pihak yaitu antara pekerja harian lepas dan perusahaan. 

Selain itu, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dapat dijadikan bukti 

otentik bagi pekerja harian lepas dan sebagai pedoman dalam melakukan 

pekerjaan. 
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 Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama 

membahas tentang perjanjian kerja secara lisan. Namun yang 

membedakan terletak pada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini 

adalah pekerja harian lepas sedangkan subjek dalam penelitian peneliti 

adalah pekerja HRD Manager perusahaan. Selain itu penelitian ini hanya 

memperoleh hasil analisis terkait perlindungan hukum yang diperoleh 

pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata saja. Sedangkan penelitian 

peneliti hendak menguatkan teori perjanjian kerja secara lisan di 

Indonesia. 

5. Perlindungan Hukum Kuli Bangunan Yang Terikat Kerja Berdasarkan 

Perjanjian Lisan Perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan 

Hukum Islam. 
36

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya kendala dalam 

perusahaan CV. Mutiara Indonusa yang mengikat para pekerja kuli 

bangunan di perusahaannya dengan perjanjian kerja yang dilakukan secara 

lisan. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana 

perlindungan hukum pekerja kuli bangunan yang terikat kerja berdasarkan 

perjanjian lisan di CV. Mutiara Indonusa perspektif Peraturan Pemerintah 

No. 35 Tahun 2021? 2) Bagaimana perlindungan hukum pekerja kuli 

bangunan yang terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan berdasarkan 

perspektif Hukum Islam?. 

                                                           
 

36
 Meggamillanda Ihclasul Ummah,“Perlindungan Hukum Kuli Bangunan Yang Terikat 

Kerja Berdasarkan Perjanjian Lisan Perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan 

Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 1-86. 
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 Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perlindungan hukum yang didapatkan kuli bangunan yang terikat kerja 

dengan perjanjian lisan di CV. Mutiara Indonusa yang dilihat dari 

perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana permasalahan tersebut jika di 

pandang dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.  

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja yang 

dilakukan secara lisan boleh dilakukan jika para pihak melaksanakan 

kewajiban masing-masing. Akan tetapi dalam kasus ini terdapat 

ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban perusahaan dengan para 

pekerja kuli bangunan tersebut sehingga perlindungan hukum yang 

seharusnya didapatkan oleh kuli bangunan yang terikat perjanjian kerja 

secara lisan di CV. Mutiara Indonusa tidak terpenuhi secara maksimal. 

Selain itu apabila dilihat dari sudut pandang islam, perlindungan terhadap 

pekerja kuli bangunan di CV. Mutiara Indonusa telah memenuhi syarat 

dan rukun Ijarah. 

 Secara garis besar tema pembahasan skripsi ini dengan skripsi peneliti 

adalah sama, yakni pembahasan mengenai perjanjian kerja secara lisan. 

Namun yang menjadi titik perbedaan adalah pada subjek penelitian ini 

yakni kuli bangunan di CV. Mutiara Indonusa, sehingga metode yang 

digunakan adalah yuridis empiris. Berbeda dengan penelitian peneliti yang 

meneliti putusan Mahkamah Agung terkait perselisihan antara tenaga kerja 
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HRD Manager dengan PT. Anyar Group, sehingga penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif. 

6. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis 

Pada Perusahaan Pemberi Kerja.
37

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dari analisis terhadap perjanjian kerja tidak 

tertulis pada perusahaan pemberi kerja. Secara garis besar, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang bisa di peroleh 

pekerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja 

melalui perjanjian kerja tidak tertulis serta upaya hukum yang dapat 

dilakukan pekerja apabila timbul pelanggaran hak oleh perusahaan. 

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif 

yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang terikat hubungan kerja 

dengan perusahaan melalui perjanjian kerja tidak tertulis dapat diakui 

keabsahannya apabila terdapat surat pengangkatan oleh perusahaan. 

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, upaya hukum yang dapat 

dilakukan adalah berupa perundingan Bipartit, Tripartit (Mediasi, 

Konsoliasi dan Arbitrase) serta melalui Persidangan pada Pengadilan 

Hubungan Industrial. 

 Persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama 

membahas tentang perjanjian kerja secara lisan. Namun yang 

                                                           
 

37
 Robertus Berli Puryanto dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dengan Perjanjian 

Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 1 , ( 

April 2021): 161, https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3109.158-162 . 

https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3109.158-162
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membedakan adalah jurnal ini hanya membahas terkait perlindungan 

hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis secara 

umum serta upaya yang dapat dilakukan pekerja jika terjadi pelanggaran 

hak oleh perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hendak 

hendak memperdalam kajian dan menguatkan teori perjanjian kerja secara 

lisan di Indonesia. 

 Dari beberapa penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian 

terhadap perlindungan hukum bagi pekerja yang terikat hubungan kerja 

dengan perusahaan melalui perjanjian kerja secara lisan sebelumnya 

pernah di teliti oleh peneliti lain. Akan tetapi dari beberapa penelitian 

terdahulu, belum ada penelitian yang menguatkan teori keabsahan dan 

kekuatan perjanjian kerja secara lisan di Indonesia. Karenanya penelitian 

ini diharapkan dapat menghasilkan penemuan hukum yang dapat 

menunjang tercapainya kepastian hukum terhadap pekerja. 

B. Kerangka Konseptual 

 Keberadaan kerangka konseptual merupakan syarat yang sangat esensial 

dalam penelitian hukum. Pada bagian ini berisi serangkaian pembahasan 

terkait suatu konsepsi yang disajikan sebagai landasan dalam melakukan 

penelitian. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 
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1. Konsepsi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 

a. Definisi Perlindungan Hukum  

Sebagai upaya dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang 

tertib, tentram, aman dan sejahtera, pemerintah wajib memberi 

perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Dr. Harjono, 

S.H.,M.C.L berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu 

bentuk upaya perlindungan dari hukum terhadap kepentingan-

kepentingan tertentu dengan cara memberikan hak hukum 

terhadapnya.
38

  

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang 

di jaminkan pemerintah kepada setiap warga negara sebagai upaya 

untuk melindungi hak-hak mereka sehingga ketertiban dan 

kesejahteraan dalam suatu negara dapat terwujudkan. Upaya yang 

dilakukan pemerintah tersebut bertumpu pada konsep pengakuan dan 

perlindungan Hak Asasi Manusia. Karena Indonesia merupakan 

sebuah negara hukum maka pemerintah wajib memberi perlindungan 

terhadap seluruh warga negaranya terkait pemenuhan hak-hak 

mereka. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan hukum yakni 

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
39
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39
 Muhamad Nurhafid Malikul Mulki, “Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap 
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b. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan suatu 

upaya yang wajib dilakukan oleh negara. Kewajiban ini merupakan 

konsekuensi logis terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak 

merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.
40

 

Secara yuridis perlindungan hukum bagi tenaga kerja ini 

diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi seiring 

berjalannya waktu beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut 

mengalami beberapa perubahan yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang 

Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan Omnibus Law merupakan 

suatu regulasi baru yang menggabungkan sekitar 80 Undang-Undang 

dengan substansi pengaturan yang berbeda dalam satu paket.
41

 

Adanya regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi 

tenaga kerja ini bertujuan untuk menjamin seluruh hak-hak dasar 

pekerja. Selain itu karena dalam suatu hubungan kerja posisi pekerja 

merupakan posisi yang lemah maka terhadap perlindungan hukum ini 

bertujuan untuk menghindari adanya diskriminasi sehingga baik 
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pekerja maupun pihak pemberi kerja memiliki kedudukan yang sama 

di hadapan hukum.
42

  

c. Macam-Macam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja  

Imam Soepomo mengemukakan bahwa perlindungan hukum 

bagi tenaga kerja diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yakni:
43

 

1) Perlindungan Sosial (Perlindungan Kesehatan Kerja) 

 Perlindungan Sosial atau Perlindungan Kesehatan Kerja 

merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan 

dan kesehatan fisik maupun psikis pekerja dari perbuatan-

perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Dengan adanya 

perlindungan sosial ini maka diharapkan pekerja dapat 

menjalankan hidupnya seperti manusia pada umumnya. 

 Jaminan ini merupakan upaya pencegahan terhadap gangguan 

kesehatan yang dapat dialami pekerja. Dengan adanya jaminan 

perlindungan ini maka terwujudlah rasa aman sehingga pekerja 

dapat melakukan tugas secara optimal.
44

 

2) Perlindungan Teknis 

 Perlindungan Teknis merupakan bentuk perlindungan hukum 

terhadap pekerja yang berkaitan dengan upaya mengoptimalkan 

keselamatan para pekerja dari resiko kecelakaan kerja, baik yang 

berhubungan dengan teknis penggunaan mesin, kondisi tempat 
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kerja bahkan terkait teknisi jam kerja sehingga mereka dapat 

terhindar dari kemungkinan bahaya yang menimpa selama 

bekerja. 

 Adanya perlindungan teknis ini bertujuan agar dapat 

mewujudkan rasa aman dan nyaman terhadap pekerja agar dapat 

melakukan pekerjaannya secara optimal tanpa merasa khawatir 

akan terjadinya kecelakaan saat bekerja. Bentuk keselamatan 

kerja ini tidak hanya mencakup kepentingan pekerja saja, namun 

juga memiliki manfaat terhadap pengusaha dan pemerintah, 

yakni: 

a) Bagi pekerja, jaminan perlindungan ini dapat memberi rasa 

aman sehingga dapat melakukan pekerjaan dalam lingkugan 

dan suasana yang tentram. Karena hal tersebut pekerja bisa 

menyelesaikan pekerjaanya dengan sebaik-baiknya; 

b) Bagi pengusaha, jaminan perlindungan terhadap pekerja di 

perusahannya dapat menjadi pencegah dan meminimalisir 

resiko kecelakaan kerja yang menharuskannya 

mengeluarkan dana untuk memberi jaminan sosial. 

c) Bagi pemerintah, dengan terlaksananya jaminan 

perlindungan terhadap pekerja ini maka dapat 

terealisasikannya tanggung jawab pemerintah terhadap 

pemenuhan hak-hak konstitusional pekerja.
45
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3) Perlindungan Ekonomis  

Perlindungan ekonomis merupakan bentuk perlindungan 

hukum terhadap pekerja yang berkaitan dengan upaya dalam 

pemenuhan hak-hak yang diperoleh pekerja sebagai hasil atau 

upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Tidak hanya itu, 

pemenuhan hak-hak ini juga berlaku bagi pekerja yang karena 

keadaan tertentu di luar kehendaknya sehingga ia tidak bisa 

melakukan pekerjaan yang mejadi kewajibannya tersebut. 

Perlindungan ekonomis ini merupakan upaya pemerintah untuk 

menghindari persoalan pengupahan dalam suatu hubungan kerja 

dan menjamin agar pekerja dapat mendapat upah yang layak 

sesuai dengan hak-hak yang seharusnya dapat ia terima. 

Perlindungan ekonomis juga disebut sebagai jaminan 

sosial. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam 

memnjamin perlindungan sosial ekonomi terhadap pekerja 

adalah dengan adanya program jaminan sosial yang 

diselenggarakan PT JAMSOSTEK. Akan tetapi dengan maksud 

meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan sosial terhadap 

para tenaga kerja, sesuai amanat dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011, pada tanggal 1 Januari 2014 PT 

JAMSOSTEK bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara 
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Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
46

 Adapun program-

program perlindungan dalam BPJS Ketenagakerjaan antara lain: 

a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); 

b) Jaminan Hari Tua (JHT); 

c) Jaminan Pensiun (JP); 

d) Jaminan Kematian (JKM).
47

  

 Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja, ada penambahan terhadap jenis 

program dari jaminan sosial tersebut, yakni ditambahnya jaminan 

kehilangan pekerjaan (JKP). Terkait pelaksanaan JKP ini 

pemerintah menciptakan aturan turunan lagi yakni Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
48

 Yang mana dalam 

Pasal 1 Angka 1 PP No. 37 Tahun 2021 dijelaskan bahwa 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan jaminan sosial seperti 

jaminan sosial lainnya yang diberikan kepada pekerja yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Artinya seorang 

pekerja dapat menerima jaminan sosial ini dengan syarat ia 

mengalami PHK. Adapun bentuk jaminan sosial tersebut yakni 

dapat berupa uang tunai, informasi pasar kerja serta pelatihan 
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kerja.
49

 Selanjutnya dalam PP No. 37 Tahun 2021 dijelaskan 

bahwa PHK yang dimaksud bukan hanya PHK terhadap 

pekerja/karyawan tetap saja, namun juga berlaku bagi 

pekerja/karyawan kontrak asalkan syarat-syarat penerima 

manfaat JKP tersebut terpenuhi.
50

 

2. Konsepsi Human Resource Development (HRD) Manager 

a. Definisi Human Resource Development (HRD) Manager 

1) Definisi Human Resource Development (HRD) 

 Human Resource Development (HRD) atau yang dalam bahasa 

Indonesia dikenal dengan istilah pengembangan sumber daya 

manusia yang mana dalam hal ketenagakerjaan adalah karyawan 

merupakan merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan 

meningkatkan keterampilan karyawan dalam meningkatkan 

efektivitas suatu perusahaan.
51

 Human Resource Development 

(HRD) merupakan devisi dalam perusahaan yang bertanggung 

jawab mengembangkan sumber daya manusia yakni para 

karyawan. 

 

 

                                                           
 49 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pasal 18. 
 50 Maria Adisti Anggia dan Arinto Nugroho, “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Pekerja Yang Mengundurkan Diri Atas Perintah Pengusaha” 

Jurnal Hukum (Januari 2023): 16. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50726. 
 51 Miftahuddin, Arif Rahman dan Asep Iwan Setiawan, “Strategi Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan” Jurnal Manajemen Dakwah, Vol 

3, No 2, (Juni 2018), 4, https://doi.org/10.15575%2Ftadbir.v3i2.1161.  

https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50726
https://doi.org/10.15575%2Ftadbir.v3i2.1161


 36 

2) Definisi Manager 

 Manager adalah orang yang melakukan tugas management.
52

 

Dalam perusahaan, manager merupakan seseorang yang bekerja 

dan bertugas untuk merencanakan, memimpin, mengarahkan serta 

mengkoordinasi karyawan perusahaan agar dapat meningkatkan 

nilai dan mewujudkan tujuan perusahaan. 

3) Definisi Human Resource Development (HRD) Manager 

 Human Resource Development (HRD) Manager adalah 

seseorang yang memimpin divisi HRD perusahaan. Seorang HRD 

Manager bertugas dan memiliki tanggungjawab untuk 

menjalankan tugas dan fungsi managerial terhadap divisi HRD 

dalam suatu perusahaan, baik dari merencanakan, mengatur, 

pengorganisasian dan mengendalikan divisi HRD.
53

 

b. Tugas Human Resource Development (HRD) Manager 

Tugas HRD Manager pada umumnya tidak jauh berbeda 

dengan tugas HRD pada umumnya yakni merekrut keryawan, 

mengembangkan keterampilan karyawan, memberi kompensasi serta 

evaluasi kerja. Akan tetapi karena HRD Manager menempati tugas 

managerial maka tugas HRD Manager bukan terhadap pengembangan 

karyawan akan tetapi mengidentifikasi, merancang strategi, 

mengawasi serta melakukan evaluasi kerja, diantara lain: 
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1) Mengidentifikasi serta menyelaraskan strategi divisi HRD dengan 

strategi perusahaan (company strategy); 

2) Mengelola dan memastikan segala perencanaan kegiatan dalam 

divisi HRD sesuai dengan aturan yang berlaku; 

3) Mengatur anggaran belanja divisi HRD; 

4) Menentukan media perencanaan yang efektif untuk mengadakan 

rekrutmen tenaga kerja; 

5) Membuat rancangan program pengembangan sumber daya 

manusia seperti mengadakan training, upskilling/reskilling atau 

juga dengan mengadakan coaching; 

6) Mengatur dan mengelola sistem pengupahan karyawan dan 

mengelola Sistem Comben (Conpensation dan Benefit) secara baik 

dan benar; 

7) Meninjau analisis beban kerja dan memastikan job description 

sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab karyawannya; 

8) Mengembangkan produktivitas karyawan, memastikan 

kesejahteraan karyawan serta membuat kebijakan baru apabila 

dibutuhkan; 

9) Membuat rancangan SOP perusahaan dan segala prosedur yang 

berkaitan dengan HRD. 

10) Melakukan evaluasi kinerja karyawan; 

11) Membuat perencanaan dalam mengidentifikasi karayawan yang 

memiliki potensi untuk memimpin (Succession Plan). 
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12) Membuat laporan proses dan hasil kerja kepada atasan.
54

 

3. Konsepsi Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan  

a. Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan Perspektif Hukum Positif 

1) Definisi Perjanjian Kerja 

Istilah overeenkomst dalam bahasa Belanda 

diterjemahkan dalam dua arti yaitu perjanjian dan persetujuan.
55

 

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada orang lain dengan berupa rangkaian 

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

kemudian diucapkan atau ditulis.
56

  

Dalam dunia ketenagakerjaan terdapat istilah perjanjian 

kerja. Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut dengan 

istilah Arbeidsoverenkoms yang memiliki beberapa pengertian 

sebagaimana dalam Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan 

definisi sebagai berikut:  

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak 

kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk dibawah 

perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu 

tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. 

 

Sementara menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan definisi perjanjian kerja adalah sebagai berikut: 
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“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara 

pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua 

belah  pihak”. 

 

Dalam hal ini menurut hemat penulis perjanjian kerja 

merupakan suatu kesepakatan antara para pihak yakni pekerja 

dan pengusaha sebagai pihak pemberi kerja yang mana dalam 

kesepakatan tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Perjanjian kerja merupakan dasar adanya hubungan 

hukum. 

2) Syarat-syarat Sah Perjanjian Kerja 

Mengenai segala ketentuan perjanjian yang bersifat 

umum, maka dalam perjanjian kerja juga berlaku ketentuan 

umum, baik syarat sahnya perjanjian, bentuk dan jenis 

perjanjian dan sebagainya. Agar perjanjian kerja tersebut dapat 

dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat maka 

perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. 

Sebagaimana syarat sah perjanjian yang tertera dalam Pasal 

1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian kerja juga tertuang 

dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, antara lain:
57
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a) Kesepakatan antara para pihak 

 Lahirnya kesepakatan antara para pihak dimulai dari 

adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti 

oleh penerimaan oleh pihak yang lain. Hukum dalam KUH 

Perdata menganggap bahwa tidak ada kata sepakat dalam 

suatu perjanjian apabila kata sepakat tersebut diberikan dan 

atau diterima karena adanya unsur penipuan, paksaan dan 

kekhilafan. 

b) Cakap melakukan suatu perbuatan hukum 

 Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika 

yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum 

ketenagakerjaan memberi batasan umur minimal 18 Tahun 

bagi seseorang dianggap cakap membuat perjanjian 

kerja.
58

Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberi 

pengecualian bagi anak yang berumur 13 tahun s/d umur 15 

tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak 

menggangu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan 

sosial.
59

 

c) Adanya pekerjaan yang dijanjikan 

 Pekerjaan yang diperjanjikan yakni objek perjanjian 

kerja merupakan pekerjaan yang jelas yang tidak ada 
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pertentangan dengan peraturan lainnya. Dengan adanya 

objek perjanjian ini maka akan menimbulkan suatu hak dan 

kewajiban bagi para pihak. 

d) Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
60

 

3) Subjek Perjanjian Kerja 

a) Pekerja 

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pekerja/buruh adalah 

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Adapun pekerja dengan tenaga 

kerja memiliki penafsiran berbeda dalam undang-undang. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang dimaksud tenaga kerja adalah: 

 “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

 guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

 memenuhi  kebutuhan sendiri maupun untuk 

 masyarakat.” 

 

Maka dalam hal ini, seorang tenaga kerja baru dapat 

dikatakan sebagai pekerja apabila ia telah melakukan 

kewajiban/pekerjaannya sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam perjanjian kerja sebelumnya.  

                                                           
 

60
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia  (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), 57.  



 42 

b) Pengusaha,  

 Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 

13 Tahun 2003 jo Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-

48/MEN/IV/2004, pengusaha adalah: 

a) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum 

yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 

b) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum 

yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang 

bukan miliknya; 

c) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum 

yang berada di Indonesia mewakili perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 

berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
61

 

Singkatnya pengusaha ialah pihak yang mengelola 

perusahaan baik perusahaan milik sendiri atau bukan milik 

sendiri. Dalam hubungan kerja, pengusaha adalah pihak 

yang memperkerjakan pekerja. 

4) Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja
62

 

a) Unsur Pekerjaan 

Unsur pekerjaan harus ada dalam suatu perjanjian. Dalam 

suatu perjanjian kerja, pekerjaan tersebut harus dilakukan 
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sendiri oleh pekerja. Pasal 1603a KUH Perdata 

menyebutkan bahwa pekerja/buruh wajib melakukan sendiri 

pekerjaannya, jika ingin menyuruh orang lain untuk 

menggantikannya maka harus izin kepada majikannya 

terlebih dahulu.
63

 Karena pekerjaan yang dilakukan pekerja 

tersebut hanya bisa dilakukan oleh pekerja berdasar 

keahliannya, maka perjanjian kerja tersebut dapat putus 

demi hukum apabila pekerja meninggal dunia. 

b) Unsur Perintah 

Unsur perintah dalam perjanjian kerja memberikan kepastian 

hukum kepada pemberi kerja bahwa pekerja harus menaati 

perintah dari pemberi kerja. Akan tetapi perintah dari 

pemberi kerja/ pengusaha terhadap pekera harus bermotif 

yang berarti bahwa perintah tersebut harus memiliki motif 

logis dan sesuai dengan tujuan dilakukannya pekerjaan 

tersebut.
64

 

c) Unsur Waktu 

Dalam melakukan suatu pekerjaan maka harus disepakati 

terlebih dahulu jangka waktu atau batas bekerja. 

Kesepakatan dalam menentukan jangka waktu bekerja dapat 

dilakukan secara tegas dalam perjanjian kerja untuk pekerja 
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kontrak, sementara untuk pekerja tetap maka tidak perlu 

menentukan jangka waktu. 

d) Unsur Upah 

 Upah merupakan bagian yang penting dalam suatu 

hubungan kerja karena tujuan seorang bekerja adalah untuk 

mendapat upah. Apabila dalam suatu hubungan kerja unsur 

upah tidak terpenuhi, maka hubungan kerja tersebut tidak 

dapat dikatakan sebagai suatu hubungan kerja. Terkait 

pembayaran upah itu sendiri pada prinsipnya harus diberikan 

dalam bentuk uang. Akan tetapi dalam praktiknya upah juga 

dimanifestasikan dalam bentuk barang.
65

 

5) Jenis-Jenis Perjanjian Kerja 

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan aturan turunan berupa 

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 disebutkan bahwasannya 

Perjanjian Kerja dibagi menjadi 2 yaitu: 

a) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja 

antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan 
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tertentu.
66

 Singkatnya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini 

bukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
67

 Sementara 

disebutkan juga dalam Pasal 57 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan bahwa: 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara 

tertulis serta   harus menggunakan bahasa Indonesia 

dan huruf latin. 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat 

tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai 

mana dimaksud dalam Ayat (1) dinyatakan sebagai 

perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. 

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian 

terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, 

maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat 

dalam bahasa Indonesia.
68

 

 Dalam Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan Ayat 

(2) diatas sesuai dengan Pasal 15 KEPMENAKERTRANS 

100/2004 yang menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu dapat berubah menjadi Kerja Waktu Tidak 
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Tertentu apabila dilakukan secara tidak tertulis dan tidak 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatas.
69

 

b) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha 

untuk mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu 

yang tidak disebutkan dalam perjanjian kerja.
70

 Selain itu 

sebagaimana penjelasan dalam Pasal 57 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, status pekerja yang awalnya merupakan 

pekerja tidak tetap dapat otomatis menjadi pekerja tetap 

dan mendapat hak-hak sebagaimana pekerja tetap apabila 

perjanjian kerja tersebut dibuat secara lisan.
71

 Adapun 

Pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan 

bahwa:
72

 

(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat 

surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan; 

(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan:  
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a) Nama dan alamat pekerja/ buruh;  

b) Tanggal mulai bekerja;  

c) Jenis pekerjaaan;  

d) Besarnya upah. 

6) Bentuk Perjanjian Kerja 

 Berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 2 

bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. 

1) Perjanjian Kerja Secara Tertulis  

 Perjanjian kerja secara tertulis wajib dibuat dalam 

Bahasa Indonesia dan huruf latin. Ketentuan dalam 

perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja secara 

tertulis memiliki kelebihan dibanding perjanjian yang 

dibuat secara lisan.  

 Dengan adanya bukti dokumen yang ada maka 

perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat 

yang dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi 

perselisihan. Sehingga perjanjian kerja yang dibuat secara 

tertulis dapat memberi jaminan dan kepastian hukum 

terhadap seluruh pihak yang bersangkutan.
73
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2) Perjanjian Kerja Secara Lisan 

 Perjanjian kerja secara lisan adalah perjanjian kerja 

yang dilakukan tanpa adanya penandatanganan perjanjian 

kerja. Tak jarang dalam praktiknya masyarakat Indonesia 

yang memiliki budaya saling percaya dan memegang 

tinggi perkataan dan janji yang diucapkan secara lisan, 

pada umumnya sering melakukan perjanjian kerja secara 

lisan. Dengan diletakannya kepercayaan terhadap 

perkataan orang lain maka perkataan tersebut akan 

dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karenanya hal ini 

sudah menjadi tuntutan kesusilaan dalam masyarakat 

kita.
74

 

 Selain itu dalam peraturan perundang-undangan dan 

ketenagakerjaan tidak membedakan pengaturan mengenai 

hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha baik dalam 

perjanjian kerja yang dibuat secara lisan maupun secara 

tertulis. Yang membedakannya hanya bentuknya saja. 

 Terkait keabsahan perjanjian kerja secara lisan ini, 

apabila mengacu pada prinsip aturan dalam Pasal 1320 

KUHPerdata maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan 

yang menentukan syara-syarat sahnya suatu perjanjian, 

tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja 
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harus dibuat secara tertulis kecuali sehingga perjanjian 

secara lisan juga memiliki kekuatan hukum dan mengikat 

bagi para pihak. 

 Dalam hal perjanjian kerja dilakukan secara lisan maka 

pihak pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi 

pekerja yang bersangkutan yang didalamnya memuat: 

a) Nama dan alamat pekerja/ buruh;  

b) Tanggal mulai bekerja;  

c) Jenis pekerjaaan;  

d) Besarnya upah.
75

 

 Sebagaimana yang diketahui bahwa ketentuan 

mengenai status pekerja PKWT yang melakukan 

perjanjian kerja secara lisan statusnya berubah menjadi 

pekerja PKWTT, diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi setelah pemerintah 

mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan 

dalam Ayat (2) tersebut dihilangkan.
76

 

 Perubahan regulasi ini menyebabkan semakin 

lemahnya kedudukan pekerja yang melakukan perjanjian 

kerja secara lisan. Selain itu hal ini juga menyebabkan 

adanya kekosongan hukum karena kepastian hukum 

terkait status pekerja yang melakukan perjanjian kerja 
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secara lisan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-

Undang telah dihilangkan. Sehingga karena perubahan 

regulasi ini maka perlindungan hukum terhadap pekerja 

yang melakukan perjanjian kerja secara lisan tidak 

terealisasikan.
77

 

b. Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan Perspektif Hukum Islam 

1) Definisi Ijarah 

Istilah perjanjian dalam islam dikenal dengan sebutan 

akad. Akad merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua 

pihak atau lebih yang mana para pihak berjanji akan menepati apa 

yang telah di persetujukan.
78

 Dalam islam akad memiliki jenis 

yang beragam. Terkait perjanjian kerja, maka perjanjian kerja ini 

digolongkan dalam jenis akad ijarah. 

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie ijarah ialah suatu akad yang 

objek penukarannya berupa manfaat untuk masa tertentu yang 

disertai dengan pemberian imbalan atas pemberian manfaat 

tersebut.
79

 Sementara ulama‟ Hanafiyah mendefinisikan bahwa 

akad ijarah adalah: 

فَعَةٍ بعِِوَضٍ   عَقْدٌ عَلَى مَن ْ
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Artinya: “Akad atau transaksi terhadap suatu manfaat 

 dengan imbalan”.
80

 

 

Definisi ijarah juga telah dijelaskan dalam Fatwa DSN 

MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah yang 

menyebutkan bahwa: 

 “Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) 

 atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran 

 sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

 barang itu sendiri”. 

 

 Maka dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa ijarah 

ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) dari suatu benda atau 

jasa orang lain dalam waktu tertentu dengan disertai upah sebagai 

kompensasi dari transaksi tersebut. 

2) Dasar Hukum Ijarah  

Adapun dasar hukum akad ijarah sebagaimana salah 

satunya dijelaskan dalam Surah At-Talaq Ayat (6), yang 

berbunyi: 

أرَْضَعْنَ لَكُمْ فأَتَوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فإَِنْ   

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka 

berikanlah kepada mereka upahnya.”
81

 

Ungkapan dalam ayat tersebut menujukkan bahwa saat 

ada jasa/kemanfaatan yang diberikan oleh seseorang maka kita 
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memiliki kewajiban untuk memberi upah kepada mereka. 

Rasulullah juga memberi perintah untuk membayar upah dalam 

suatu hadist, yakni: 

وعَرَفُهُ  فُّ رَ أُجْرَةٌ قَ بْلَ أَنْ يََِ  اعَْطوُا الُِجِي ْ
Artinya: “Berikanlah upah pada orang yang kamu 

pekerjakan sebelum kering keringat mereka” (HR. 

Ibnu Majah).
82

 

 

يْلِ ثَُُّ و اسْتَأْجَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَوُبَكْرٍ رَجُلًامِنْ بَنِِ الدَّ
 مِنْ بَنِِ عَبْدِبْنِ عَدِيِّ 

Artinya:“Nabi SAW.bersama Abu Bakar menyewa 

seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bali Al-

Dail kemudian Bani „Abdu bin Adi.” (HR. 

Bukhari). 

 

3) Rukun dan Syarat-Syarat Sah Ijarah 

Dalam hukum islam akad dapat dikatakan sah apabila 

akad tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya. Adapun 

diantara rukun dan syarat sah ijarah antara lain:
83

 

a) Adanya para pihak yang melaksanakan ijarah, yakni pihak 

yang menyewa (Mu‟ajir) dan pihak yang menyewakan 

(musta‟jir), dengan persyaratan sebagai berikut: 

(1) Berakal (Aqil), artinya para pihak yang bertransaksi 

harus memiliki akal yang sehat, bukan orang yang 

terganggu atau kurang akalnya karena masih dibawah 

umur; 
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(2) Dapat membedakan, para pihak yang bertransaksi 

haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik 

dan buruk sebagai pertanda kesadarannya dalam 

bertransaksi (mumayyiz); 

(3) Para pihak terbebas dari paksaan dari pihak manapun 

dan melakukan transaksi tersebut dengan dasar suka 

sama suka. 

b) Adanya Shigat Akad Ijarah 

Dalam suatu transaksi terdapat yang namanya shigat. Shigat 

merupakan suatu pernyataan yang diungkapkan para pihak 

terkait kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak untuk 

melakukan suatu perjanjian atau transaksi. Shigat akad ijarah 

dapat dilakukan melalui 4 cara yakni:
84

 

(1) Lisan, artinya para pihak mengungkapkan kehendak dan 

kerelaannya dalam bentuk perkataan secara jelas. 

(2) Tulisan, cara ini dapat dilakukan oleh para pihak yang 

tidak dapat bertemu secara langsung untuk melakukan 

perjanjian atau untuk suatu perjanjian yang dilakukan 

oleh suatu badan hukum. Karena apabila suatu badan 

hukum melakukan perjanjian tidak dalam bentuk tertulis, 

maka akan kesulitan dalam membuktikan telah ada 

perjanjian diantara pihak tersebut. 
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(3) Isyarat, cara ini dapat dilakukan oleh para pihak yang 

memiliki keterbatasan (cacat). Apabila cacatnya adalah 

berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan 

dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan 

perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama. 

(4) Perbuatan, suatu perjanjian dapat dilakukan hanya dengan 

cara perbuatan saja. Yakni dengan cara ta‟ahi atau 

mu‟athah (saling memberi dan menerima). Cara ini sering 

ditemukan di supermarket atau swalayan yang mana 

kegiatan jual beli didalamnya tidak melalui proses tawar 

menawar. 

c) Adanya Manfaat 

 Manfaat dari objek yang diijarahkan harus jelas dan 

merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syara‟. 

Objek akad ijarah dapat berupa suatu benda maupun bentuk 

kemanfaatan seperti dalam upah-mengupah dalam 

hubungan kerja. 

d) Adanya Upah 

Upah merupakan bentuk imbalan atau kompensasi yang 

diberikan oleh pemberi kerja baik berupa uang atau barang 

atas suatu manfaat atau tenaga pekerjanya. Dengan kata lain, 

upah ialah kompensasi atas suatu pekerjaan.
85

 Adapun upah 
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tersebut dapat berupa uang atau benda lain sesuai dengan 

kesepakatan para pihak.
86

 

Apabila rukun dan syarat-syarat keabsahan tersebut diatas 

telah terpenuhi maka suatu akad dapat dikatakan sah, baik akad 

ijarah tersebut dalam bentuk tertulis maupun lisan. 

4) Macam-Macam Ijarah 

 Para ulama‟ membedakan akad ijarah menjadi 2 jenis dilihat 

berdasarkan objeknya, yakni: 

a) Ijarah Manfaat (Ijarah „Ayn) 

 Ijarah manfaat ialah akad untuk menyewa manfaat dari suatu 

barang. Para ulama fiqh sepakat menyatakan kebolehan 

menggunakan ijarah manfaat ini apabila manfaat tersebut 

merupakan manfaat yang diberbolehkan syara‟ untuk 

digunakan. Ijarah manfaat dapat berupa sewa menyewa 

kendaraan, rumah, pakaian dan sebagainya.
87

 

b) Ijarah Jasa/Kerja (Ijarah Asykhas) 

Ijarah jasa/kerja adalah akad sewa menyewa terhadap jasa 

orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan disertai 

adanya upah atau gaji sebagai imbalan atas tenaganya dalam 

melakukan pekerjaan. Akan tetapi dalam hal ini jasa dan 

pekerjaan yang diberikan adalah jasa yang tidak dilarang 
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dalam syariat.
88

 Adapun posisi orang yang dipekerjakan dalam 

ijarah jasa/kerja disebut dengan ajir, yang dikualifikasikan 

dalam dua macam ajir, diantaranya: 

(1) Ajir Khas, yakni orang yang bekerja (ajir) untuk melayani 

satu konsumen tertentu. Maka dalam hal ini Ajir Khas 

tidak dibenarkan untuk melayani atau bekerja kepada 

konsumen/orang lain sebelum masa kerjanya selesai. 

Contohnya karyawan tetap perusahaan, seorang pembantu 

rumah tangga, sopir pribadi dan lain-lain.
89

 

(2) Ajir Musytarak yakni orang yang bekerja (ajir) untuk 

melayani lebih dari satu konsumen sesuai dengan 

kemampuannya. Dalam hal ini, maka Ajir Musytarak boleh 

melayani beberapa konseumen dalam satu waktu yang 

sama seperti jasa sopir angkot, jasa sol sepatu, penjahit 

pakaian dan lain-lain.
90

 

4. Konsepsi Pembuktian Perjanjian Kerja Secara Lisan 

a. Definisi Pembuktian 

Gugatan yang penggugat ajukan ke pengadilan memuat dalil-

dalil terkait hak penggugat yang dilanggar oleh orang lain. Dalam 
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persidangan penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-

dalil gugatannya. Begitu pula tergugat juga diberi kesempatan untuk 

membantah dalil gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.
91

 

Adapun M. Yahya Harahap menafsirkan bahwa pembuktian 

merupakan kemampuan yang dimiliki penggugat dan tergugat untuk 

mendukung dan membenarkan peristiwa yang diperkarakan atau 

dengan membantah kebenaran peristiwa tersebut.
92

 Pendapat lain dari 

Subekti bahwa pembuktian merupakan salah satu proses 

menggunakan dan memanfaatkan alat-alat bukti yang diajukan dalam 

suatu hukum acara untuk meyakinkan hakim terkait kebenaran dalil 

yang telah dikemukakan.
93

 Sementara Sudikno Mertokusumo 

menafsirkan bahwa pembuktian dalam konteks yuridis adalah suatu 

upaya untuk mewujudkan kepastian hukum terkait kebenaran 

peristiwa yang diajukan dengan cara memberi dasar-dasar kepada 

hakim yang memeriksa perkara tersebut sehingga kemudian dapat 

digunakan hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang 

diperiksanya.
94

 

Pembuktian merupakan upaya menyajikan alat-alat bukti yang 

sah kepada hakim yang memeriksa perkara untuk memberi kepastian 
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terkait dengan kebenaran peristiwa yang sebenarnya terjadi. 

Pembuktian merupakan salah satu proses yang krusial dalam suatu 

perkara di persidangan karena menjadi titik penentu dalam 

memutuskan benar tidaknya seseorang dalam suatu perkara di 

pengadilan.
95

  

b. Urgensi Pembuktian Sebagai Petimbangan Hukum Hakim 

Pembuktian dalam persidangan berperan penting dalam 

menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan 

karena pembuktian dapat menentukan pihak mana yang akan 

memenangkan perkara tersebut. Artinya salah satu pihak yang tidak 

dapat membuktikan dalil yang telah ia kemukakan maka harus 

dikalahkan. Apabila pembuktian dimenangkan oleh penggugat maka 

gugatan yang diajukan akan dikabulkan seluruhnya maupun sebagian. 

Begitu pula sebaliknya, apabila pembuktian dimenangkan oleh pihak 

tegugat maka gugatan yang diajukan penggugat akan ditolak 

seluruhnya atau sebagian.
96

 

Pembuktian dalam proses persidangan menjadi tahapan 

penentu yang sangat penting sebelum hakim menjatuhkan putusan 

terhadap perkara tersebut. Dengan adanya pembuktian yang kuat akan 

menjadi pertimbangan hakim dalam mengidentifikasi peristiwa yang 

sebenarnya telah terjadi. Setelah hakim memberi kepastian akan 

                                                           
 

95
 Al Yasa‟ Abubakar dan Iqbal Maulana, “Alat Bukti dan Metode Pembuktian 

Terhadap Tindak Pidana Zina” Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.7, No. 2 (2018): 

174, http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970.  
 

96
 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses 

Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No.2 (Juni 2010):349. 

http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970


 59 

kebenaran peristiwa yang disengketakan tersebut maka selanjutnya 

hakim dapat menemukan hukum atas peristiwa tersebut. Sehingga 

kemudian hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut 

dengan seadil-adilnya.
97

 

c. Alat-Alat Bukti Perjanjian Kerja Secara Lisan 

Pembutian menjadi kunci bagi pihak yang ingin membuktikan 

dalil-dalilnya yang mana hal tersebut dilakukan dengan menyajikan 

alat-alat bukti yang  dapat menguatkan pembuktian terhadap dalil-

dalilnya. Bambang Waluyo mendefinisikan bahwa alat-alat bukti ialah 

suatu barang ataupun non barang yang telah ditentukan undang-

undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dalil yang 

dikemukakan di persidangan.
98

 Adapun alat-alat bukti tersebut telah 

ditentukan undang-undang dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan 

Pasal 1866 KUH Perdata, diantaranya: 

1) Alat Bukti Tertulis 

Pembuktian dengan alat bukti tertulis atau bukti surat dapat 

dilakukan dengan tulisan/akata otentik maupun akta di bawah 

tangan. Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta otentik 

merupakan suatu akta yang bentuknya harus dibuat sesuai 

ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang 

selanjutnya dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang 
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untuk membuatnya. Apabila akta/surat tersebut memiliki cacat 

dalam bentuknya dan tidak dibuat di hadapan  pejabat umum yang 

bersangkutan maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.
99

 

Tidak hanya itu surat-surat yang bukan akta juga dapat dijadikan 

sebagai alat bukti yang mana telah diatur secara khusus dalam 

Pasal 1881 dan Pasal 1883 KUH Perdata.
100

 

Adapun dalam hal terjadinya sengketa dari hubungan kerja 

yang terikat dalam perjanjian kerja tidak tertulis, dapat dibuktikan 

melalui surat dan dokumen-dokumen seperti: surat pengangkatan 

pekerja yang dikeluarkan oleh perusahaan, bukti slip pembayaran 

gaji atau bukti transfer dari perusahaan ke rekening pekerja yang 

tertuang dalam buku rekening pekerja serta surat dan dokumen 

lainnya.  

2) Alat Bukti Keterangan Saksi  

Pembuktian dengan keterangan saksi atau yang lazimnya 

disebut dengan kesaksian merupakan keterangan yang 

disampaikan oleh seseorang diluar pihak yang berperkara tentang 

kebenaran peristiwa yang dialaminya sendiri yang berkaitan 

dengan perkara yang disengketakan.
101

 Alat bukti keterangan 

sasksi ini diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 

1902- 1912 KUH Perdata. 
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Sesuai dengan asas unus testis nullus testis (seorang saksi 

bukan saksi), maka pembuktian dari seorang saksi tanpa diperkuat 

dengan alat bukti lainnya tidak bisa dianggap sebagai pembuktian 

yang cukup. Kekuatan pembuktian dari seorang saksi apabila 

diperkuat dengan alat bukti lain dan terdapat keseuaian diantara 

keduanya maka dapat memjadi kekuatan pembuktian yang 

sempurna.
102

  

3) Alat Bukti Persangkaan-Persangkaan 

Dalam hal ini persangkaan dapat berupa persangkaan dari 

undang-undang maupun persangkaan dari kesimpulan hakim. 

Akan tetapi persangkaan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, 

artinya hakim dalam membuat suatu kesimpulan harus didukung 

dengan alat-alat bukti lannya. 
103

 

4) Alat Bukti Pengakuan 

Dalam ketentuan perundang-undangan, pengakuan yang 

dimaksud adalah keterangan yang disampaikan oleh salah satu 

pihak dalam suatu perkara di persidangan. Sebagaimana berdasar 

dari Pasal 1925 KUH Perdata, bahwa pengakuan dapat 
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disampaikan oleh pihak yang bersangkutan maupun oleh orang 

lain yang telah diberi kuasa untuk itu.
104

  

5) Sumpah, merupakan suatu pernyataan yang diucapkan dalam 

persidangan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing bahwa 

keterangan yang diberikan merupakan suatu yang benar terjadi.  

5. Konsepsi Keadilan 

Sebagaimana yang tertera dalam kamus hukum bahwa adil berarti 

tidak berat sebelah.
105

 Adil pada hakikatnya ialah menempatkan sesuatu 

pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi 

haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama 

kedudukannya di muka hukum (equality before the law). Dalam literatur 

hukum, konsep keadilan memiliki beragam definisi dari para ahli dalam 

berbagai perspektif, diantaranya: 

a. Konsep Keadilan Perspektif Barat 

Berbicara tentang konsep keadilan, maka dapat diketahui 

terdapat berbagai pandangan dan perspektif tersendiri dari para pakar 

tentang bagaimana dan apa itu keadilan. Dapat diambil contoh 

gagasan Aristoteles mengenai konsep keadilan yang 

mengklasifikasikan keadilan dalam tiga macam, diantaranya: 
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1) Keadilan Komulatif, ialah tindakan memberlakukan seseorang 

dengan tanpa melihat jasa yang telah ia lakukan. Artinya adil itu 

jika kita memberlakukan seseorang dengan sama rata dan tidak 

membeda-bedakan. 

2) Keadilan Distributif, ialah tindakan memberlakukan seseorang 

dengan melihat jasa-jasanya. Artinya adil itu jika kita 

memberlakukan seseorang sesuai dengan kemampuan masing-

masing. 

3) Keadilan Findikatif, ialah tindakan memberlakukan seseorang 

sesuai dengan kelakuan yang telah dilakukannya. Keadilan 

findikatif ini adalah memberlakukan seseorang sebagai balasan 

atas kejahatan yang telah ia lakukan.
106

 

Ringkasnya, Aristoteles menggagas konsep keadilan harus 

disesuaikan dengan proporsi dan kemampuannya. Keadilan tidak 

selalu berarti kesetaraan. Hal-hal yang sama maka harus diperlakukan 

secara sama. Namun hal-hal yang tidak sama maka harus 

diperlakukan secara tidak sama pula, sebagaimana hak dan 

kemampuan masing-masing.
107

  

Lebih lanjut untuk menjelaskan konsep keadilan, John Rawls 

memandang keadilan sebagai justice as fairness, yakni keadilan 
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tersebut harus dirasakan oleh seluruh pihak. John Rawls menegaskan 

bahwa masyarakat harus mendapat kesamaan yang adil dengan 

memperhatikan dua prinsip utama, yaitu:
108

 

1)  Prinsip Kebebasan Yang Sama (Equal Liberty Principle) 

 Menurut prinsip ini, prioritas utama dalam keadilan sosial 

adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Artinya kebebasan dasar 

manusia tidak dapat dibatasi bahkan oleh pihak yang kurang 

diuntungkan. Prinsip ini mengagungkan kebebasan yang dimiliki 

manusia sepenuhnya dan kebebasan tersebut hanya dapat dibatasi 

apabila pembatasan tersebut dilakukan untuk mencapai sistem 

kebebasan yang lebih luas, yakni kebebasan bagi semua orang.
109

 

Adapun prinsip equal liberty principle ini mencakup: 

a) Kebebasan Berpolitik (Political of Liberty); 

b) Kebebasan Mengemukakan Pendapat Dan Ekspresi (Freedom 

Of Speech and Expression); 

c) Kebebasan Beragama (Freedom of Religion).
110

 

2) Prinsip Perbedaan (Difference Principle) dan Prinsip Persamaan 

Yang Adil Atas Kesempatan (The Principle of Fair Equality of 

Opprtunity) 

 Pada prinsip kedua ini terdiri atas dua bagian. Pertama, 

ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa 
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agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya terhadap 

masyarakat yang paling kurang diuntungkan. Prinsip ini berangkat 

dari kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat 

yang kemudian untuk mencapai nilai keadilan John Rawls 

menempatkan keadilan yang dapat memberi manfaat terhadap 

setiap lapisan masyarakat khususnya terhadap kelompok 

masyarakat yang paling kurang diuntungkan. Istilah “yang paling 

kurang diuntungkan” ini mengacu pada kelompok masyarakat 

yang kurang berpeluang mencapai kesejahteran dalam 

hidupnya.
111

 

 Kedua, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. 

Prinsip ini mengandung makna bahwa perbedaan sosial dan 

ekonomi masyarakat harus diatur dengan sebaik mungkin supaya 

seluruh masayarakat baik kelompok masyarakat yang diuntungkan 

ataupun masyarakat yang kurang diuntungkan mendapat 

persamaan kesempatan.
112

 Artinya dalam prinsip ini memandang 

bahwa setiap orang baik dari kelompok masyarakat yang kurang 

diuntungkan ataupun dari kelompok masyarakat yang 

diuntungkan, apabila memiliki kompetensi, keterampilan dan 

motivasi yang sama, maka mereka juga bisa menikmati kesmpatan 

yang sama juga.  
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b. Konsep Keadilan Perspektif Pancasila 

Indonesia sebagai bangsa majemuk, memiliki beragam suku, 

ras dan agama. Karena kemajemukan inilah muncul pendafsiran-

penafsiran tentang keadilan berbeda antara suku bangsa yang satu 

dengan suku yang lain. Sehingga upaya untuk mewujudkan keadilan 

yang sesuai dengan keinginan seluruh masyarakatnya akan sulit untuk 

dicapai. Dalam hal ini sebagai upaya terwujudnya keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia, maka dibutuhkan landasan hukum tertinggi 

yang dapat menyatukan dasar pemikiran bangsa Indonesia. Aturan 

yang digali dari budaya bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa seluruhnya 

terangkum dalam bingkai hukum nasional yang kemudian dijadikan 

landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yakni Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.
113

  

Pancasila sebagai tonggak utama dalam upaya pemersatu 

bangsa dapat mewujudkan persamaan persepsi bangsa terhadap nilai 

keadilan. Tentunya penafsiran makna keadilan dalam perspektif 

Pancasila ini berbeda dengan makna keadilan perspektif bangsa asing 

karena makna keadilan perspektif Pancasila murni lahir dari bangsa 

Indonesia dan makna tersebut terbentuk dari realisasi terhadap nilai-

nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri.
114

 Adapun konsep keadilan 
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perspektif Pancasila terbentuk dari beberapa prinsip yang terkandung 

dalam Pancasila, diantaranya: 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa 

Pancasila menafsirkan konsep keadilan yang bersumber dari 

Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian diwakilkan kepada 

manusia. 

2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 

Prinsip ini memberi definisi bahwa keadilan adalah 

memanusiakan manusia secara adil dan beradab. Kemanusiaan 

yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia 

yang secara kodrati melekat dalam diri manusia.  

Akan tetapi karena hak dan kemampuan yang dimiliki tiap 

individu berbeda-beda maka porsi keadilan yang didapatkan tidak 

boleh disamaratakan. Sebagaimana makna yang terkandung dalam 

prinsip ini bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab berarti 

menjunjung tinggi hak asasai manusia untuk memperoleh 

keadilan, bukan untuk memberi kedudukan yang sama.
115

 

3) Persatuan Indonesia 

Sebagaimana prinsip ketiga ini, untuk mewujudkan persamaan 

persepsi makna keadilan maka membutuhkan adanya persatuan 

dan kesatuan bangsa.  
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4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan 

Prinsip ini merupakan perwujudan dari nilai demokrasi yakni dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat untuk mewujudkan keadilan 

sesuai dengan keinginan rakyat.  

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Keadilan dalam prinsip ini berarti memberikan perlindungan 

hukum kepada seluruh rakyat Indonesia dengan cara tidak 

membeda-bedakan status sosial masyarakat. Oleh sebab itu, untuk 

mewujudkan keadilan maka masyarakat perlu diberlakukan sama 

di hadapan hukum.
116

 

c. Konsep Keadilan Perspektif Islam
117

 

Kata keadilan berasal dari kata „adl dalam bahasa Arab yang 

berarti bersikap benar, jujur, sama dan seimbang.
118

Allah SWT 

berfirman dalam Q.S An-Nahl Ayat 90: 

يأَْمُربُاِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَايِْ تَآئِ ذِالْقُرْبَٰٰ وَاليَ نْهىَٰ عَنِ الْفَحْشَآءِوالْمُنْكَرِ إِنَّ اللهَ   

رُون   والْبَ غْيِ يعَِظَكَمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat 

dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran 
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dan permusuhan. Dia  memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
119

 

 

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl Ayat 90 

tersebut, terkandung makna „adl yang diartikan sebagai suatu 

kebenaran/kebajikan, sikap seimbang dan tidak memihak, penjaagan 

hak-hak yang dimiliki seseorang dan cara yang tepat dalam 

pengambilan keputusan. Atas dasar perintah yang diberikan langsung 

oleh Tuhan ini, maka disinilah letak perbedaan konsep keadilan islam 

dengan keadilan pada umumnya. Konsep keadilan dalam islam 

sifatnya ialah perintah agama yang wajib dilaksanakan, bukan hanya 

sekedar dorongan moral belaka.
120

 

Murtadha Muthahhari yang dikenal sebagai seorang ulama 

muslim dan intelektual yang handal, dalam salah satu karyanya yakni 

kitab Al-„Adl Al-Ilahi, Murtadha Muthahhari mengklasifikasikan 

konsep kadilan dalam empat hal, diantaranya:
121

 

1) Sesuatu yang seimbang 

 Murtadha Muthahhari menafsirkan bahwa keadilan merupakan 

sesuatu yang seimbang. Seimbang disini dalam arti bahwa suatu 

keadaan harus berlaku sesuai dengan takaran yang semestinya, 

bukan dengan suatu takaran yang sama. Untuk itu dalam upaya 

mewujudkan suatu negara yang berkeadilan maka keadaan suatu 
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negara tersebut harus dalam keadaan yang seimbang, yakni harus 

eksis sesuai dengan takaran yang semestinya.
122

 

2) Persamaan penafian (Non diskriminasi) 

 Keadilan dalam pengertian persamaan penafian terhadap segala 

perbedaan (non diskriminasi) mengandung makna bahwa adil 

adalah tidak memihak. Seseorang dapat dikatakan telah berbuat 

adil apabila ia tidak memihak salah satu pihak, namun 

memandang dan memperlakukan setiap orang dengan sama rata. 

Meski begitu, persamaan disini bukan bermakna perlakuan sama 

yang mutlak kepada setiap orang yang memiliki takaran hak dan 

kemampuan yang berbeda. Akan tetapi perlakuan yang sama ini 

hanya berlaku kepada setiap orang yang memiliki hak dan 

kemampuan yang sama saja.
123

 

3) Memelihara hak-hak individu dan memberi hak kepada pihak 

yang berhak mendapatkannya 

 Adanya definisi ketiga ini melahirkan definisi baru yang 

berlandaskan keadilan sosial yang harus dihormati oleh sesama 

manusia. Dalam pengertian ini, Murtadha Muthahhari 

mengklasifikasikannya dalam dua hal, yakni: 

a) Hak dan Prioritas, hak disini berarti hasil dari aktivitas yang 

telah dilakukan seseorang yang mana hak dan prioritas 

seseorang pasti berbeda dengan yang lainnya. Contohnya 
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seorang pekerja yang melakukan pekerjaan dan menghasilkan 

sesuatu maka ia memiliki hak atas hasil pekerjaannya tersebut; 

b) Karakter Khas Manusia, yakni manusia memiliki karakter dan 

kualitas tertentu yang dibentuk oleh dirinya sendiri, harus 

diakui dan dihormati oleh orang lain demi terwujudnya 

keadilan setiap individu. 

4) Pelimpahan Berdasarkan Tingkat dan Kelayakan 

 Pengertian keadilan keempat ini mengandung makna keadilan 

Ilahi yang berada dalam ranah metafisis dan teologis. Tuhan 

sebagai wajib al-wujud adalah Yang Maha Baik, Maha Adil dan 

Maha Sempurna sehingga apa pun yang melimpah dari-Nya pasti 

mengandung kebaikan.
124

 Keadilan Ilahi berdasarkan pengertian 

ke empat ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang 

keberadaannya benar-benar ada (maujud) mengambil perwujudan 

dan kesempurnaan dari kadar yang telah menjadi haknya serta 

searah dengan kemungkinan terpenuhinya.
125

 

Konsep lain tentang keadilan juga digagas oleh Farid Escak, 

seorang tokoh pemikir islam kontemporer dari Afrika Selatan. Latar 

belakang Farid Escak yang berasal dari negara yang mengalami 

penindasan rezim apartheid menjadikan penafsirannya berbeda 

dengan penafsiran oleh tokoh-tokoh lain. Penafsirannya terhadap 

konsep keadilan menekankan bahwa segala diskusi yang digali dalam 
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Al-Qur‟an termasuk juga diskusi mengenai keadilan harus 

memperhatikan perlindungan terhadap kaum tertindas.
126

 Dalam 

menyusun konsep hermeneutika yang digagasnya, Farid Escak dalam 

“Side by side with non muslim: Towards a south African 

hermeneutic” menyatakan bahwa: 

“Al-Qur‟an ditujukan kepada al-Nas (people, rakyat), dan 

realitas sosial „rakyat‟ merupakan faktor yang sangat penting  

dalam hermeneutika kami. Apabila realitas sosial pada 

dasarnya adalah kelaparan, penghinaan dan perampasan di satu 

pihak, dan penggiatan upaya pengenyahan beban penindasan 

di pihak lain, maka itulah yang membentuk epistemologi 

hermeneunetis kami”.
127

 

 

Farid Escak memberi gagasan bahwa suatu keadilan dapat 

terwujud apabila dapat menerapkan hermeneutika dalam memahami 

suatu teks. Artinya dalam mengaplikasikan suatu teks terlebih dahulu 

kita harus melakukan penafsiran secara kontekstual dengan 

mempertimbangkan dengan realitas sosial yang dihadapi, bukan hanya 

memahami suatu teks secara tekstual saja. Dengan penerapan 

hermeneutika tersebut maka teks-teks tersebut tidak hanya sekedar 

kata-kata yang tidak memiliki makna, akan tetapi teks-teks tersebut 

dapat menjadi aturan yang memberi manfaat dan menjauhkan manusia 

dari kemudharatan.
128

 

                                                           
 

126
  Usman Al- Amudi, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur‟an Menurut Farid Esack” 

(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta, 2019),93. 
 

127
 Zunly Nadia, “Pandangan Farid Esack Tentang Al-Qur‟an, Tafsir Dan Takwil Serta 

Implikasinya Terhadap Bangunan Teologi Pembebasan” Jurnal An Nûr, Vol IV. No. 1, (Februari 

2012): 14. 
 

128
 Abdul Munib,“Cyber Crime Prespektif Teori Keadilan Barat dan Islam; Study Kasus 

Prita Mulyasari” Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2 (September 2017): 13. 



 73 

Hal ini juga berlaku dalam memahami pasal per pasal dalam 

suatu perundang-undangan. Dalam memahami undang-undang tidak 

hanya berorientasi pada positivisme hukum saja, melainkan 

berorientasi pada koherensi juga. Dengan kata lain, dalam 

menganalisis suatu perkara harus dikaji secara keseluruhan terhadap 

perkara tersebut sehingga putusan atau hasil kajian dari analisis 

tersebut dapat sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
129
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi pembahasan mengenai langkah-langkah dan 

metode yang digunakan penulis dalam memecahkan masalah yang akan diteliti.
130

 

Metode penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab antara lain: 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif 

yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh. Dan didalamnya 

mengkaji pelaksanaan asas-asas hukum, norma-norma hukum dan kaidah-

kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
131

 Metode 

penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah ada 

seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain 

sebagainya yang disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang 

akan diteliti. 

Metode yuridis normatif juga digunakan untuk meneliti asas-asas 

hukum, yakni penelitian terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis 

untuk menilai pengambilan keputusan secara konkret dan dikaitkan dengan 

fungsi hakim dalam penerapan hukum, khususnya dalam melakukan 

interpretasi atau penafsiran terhadap Peraturan Perundang-undangan. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini 

menggunakan tiga jenis pendekatan yakni: 

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

 Pendekatan perundang-undangan merupakan jenis pendekatan yang 

dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang 

memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti.
132

 

Perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang yang relevan 

dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 

terkait perlindungan hukum yang diperoleh tenaga kerja yang melakukan 

perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan. Karena penelitian ini 

merupakan penelitian normatif yang menempatkan undang-undang 

sebagai sumber penelitian maka peneliti menggunakan pendekatan ini 

agar isu hukum yang akan diteliti adpat terpecahkan. 

2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan 

cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 

dihadapi. Dalam penelitian ini peneliti hendak menelaah kasus yang telah 

menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) yakni 

putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018.  
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3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang dilakukan 

dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin para ahli dalam 

ilmu hukum, yang kemudian nantinya peneliti dapat menemukan 

pengertian, konsep-konsep serta asas-asas hukum yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti.
133

 Pendekatan ini dianggap perlu 

digunakan agar pemahaman terhadap konsep tersebut dapat menjadi 

bahan acuafan atau sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi 

hukum sehingga nantinya permasalahan yang akan diteliti dapat 

terselesaikan. 

C. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian yang akan diteliti merupakan jenis penelitian normatif. Oleh 

karenanya untuk memperoleh data yang valid sehingga permasalahan yang 

akan diteliti dapat terselesaikan maka perlu adanya sumber penelitian. Adapun 

sumber penelitian yang digunakan peneliti diantaranya: 

1. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan 

atau dokumen-dokumen resmi, putusan hakim, al-Qur‟an dan hadist. 

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 

3) Undang-Undang No. 6  Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja; 
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4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan 

Pemutusan Hubungan Kerja; 

5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; 

6) Fatwa DSN MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Ijarah 

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018; 

8) Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI.Bdg; 

9) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

10) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang 

digunakan untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder dapat berupa berbagai macam buku, hasil  penelitian 

(hukum) seperti skripsi dan tesis, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum 

seperti jurnal, artikel serta notulen dalam seminar hukum dan situs-situs 

internet.
134
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3. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); 

2) Kamus Bahasa Inggris; 

3) Kamus Hukum. 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan 

dengan melakukan penelusuran data literatur, yakni Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 yang kemudian dilengkapi dengan 

menggali bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan bahasan mengenai 

perjanjian kerja secara lisan. Sehingga dengan melakukan studi kepustakaan 

dapat menunjukkan pemecah masalah dalam penelitian.
135

 

E. Analisis Bahan Hukum 

Salah satu cara untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam suatu 

penelitian adalah dengan mengaitkan konsep dan pokok permasalahan. Yang 

mana pembahasan ini berada dalam pembahasan analisis bahan hukum.
136

 

Adapun teknik analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah 

teknik analisis deskriptif kualitatif. 
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Teknik analisis deskriptif kualitatif atau dengan kata lain analisis isi 

adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara menguraikan dan 

mendeskripsikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut dan 

logis yang kemudian disusun secara sistematis. Sehingga dapat menghasilkan 

suatu argumentasi dalam menjawab psmasalahan penelitian.
137

 

F. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap atau prosedur penelitian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

yang terdapat dalam metode penelitian ilmiah. Adapun tahap-tahap umum 

dalam penelitian hukum yakni:
138

 

1. Melakukan identifikasi terhadap fakta-fakta hukum yang sesuai dengan 

permasalahan yang ingin dipecahkan; 

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan 

yang ingin dipecahkan; 

3. Menganalisis bahan-bahan hukum valid yang telah dikumpulkan dengan 

permasalahan hukum yang akan dipecahkan; 

4. Memberi jawaban terhadap permasalahan hukum yang hendak 

dipecahkan dalam bentuk argumentasi akhir; 

5. Memecahkan permasalahan hukum dengan memberikan preskripsi 

sebagai argumentasi akhir dalam bentuk kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Posisi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 

K/Pdt.Sus-PHI/2018 

1. Duduk Perkara 

 Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat bermula ketika 

penggugat yang berprofesi sebagai Advokat hendak membuat perjanjian 

bantuan hukum kepada tergugat pada tanggal 1 April 2013. Akan tetapi 

pada saat itu tergugat memiliki iktikad baik untuk mempekerjakan 

penggugat sebagai HRD Manager pada perusahaannya yakni PT Anyar 

Retail Indonesia. Tentu iktikad baik dari tergugat dengan memberi 

tawaran pekerjaan kepada penggugat ini diterima dengan baik oleh 

penggugat. Akhirnya atas iktikad baik dari masing-masing pihak ini 

kemudian timbulah kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk 

membuat suatu perjanjian.
139

 Perjanjian kerja inilah yang kemudian 

menjadi dasar adanya hubungan hukum antara penggugat sebagai pekerja 

dengan tergugat sebagai pemberi kerja.  

 Adapun perjanjian kerja tersebut memuat beberapa kesepakatan 

diantaranya terkait dengan jam kerja penggugat dan upah yang akan 

diterima penggugat. Berdasarkan kesepakatan ini penggugat tidak 

diwajibkan untuk hadir sebagaimana jam kerja karyawan yang lain. Akan 
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tetapi sebagai gantinya penggugat harus siap dan bersedia 24 jam apabila 

ada suatu pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu juga.
140

 

 Terkait dengan pengupahan, keduanya menyepakati bahwa upah 

penggugat sebesar Rp.9.000.000,-. (Hal ini dapat perkuat dengan bukti 

fotocopy buku rekening BCA atas nama Penggugat yakni Mangasi 

Napitupulu serta keterangan tiga orang saksi yang mengetahui bahwa 

Penggugat merupakan HRD Manager di PT Anyar Retail Indonesia). 

Adapun peristiwa hukum tersebut dihadiri oleh penggugat, tergugat yang 

diwakili oleh Bapak Lie Phi Tjen dan anaknya yang bernama Steven serta 

disaksikan oleh iparnya yang bernama KO Kiki yang kesemuanya 

merupakan Direktur perusahaan tersebut.
141

 

 Meskipun antara tergugat dan pengggugat telah terikat hubungan hukum 

dalam perjanjian kerja secara lisan, penggugat kemudian berkeinginan 

untuk membuat bukti tertulis yang menyatakan bahwa perjanjian kerja 

tergugat dan penggugat sebagai HRD Manager di perusahannya memang 

benar adanya. Sehingga pada tanggal 21 April 2016, Penggugat membuat 

perjanjian kerja dengan No. 03/AG/VI/2016 Surat Perjanjian Kerja. Akan 

tetapi surat perjanjian kerja ini tidak ditandatangani oleh tergugat karena 

tergugat tidak menginginkan adanya  bukti tertulis.
142

  

 Sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan bahwa adanya 

tanda tangan para pihak yang bersangkutan merupakan salah satu syarat 
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diakuinya sebagai alat bukti tertulis di pengadilan.
143

 Karena tergugat 

tidak menandatangai surat tersebut, maka surat tersebut dianggap tidak 

sah dan kemudian tidak ada bukti tertulis terkait perjanjian kerja antara 

penggugat dan tergugat. 

 Selama bekerja sebagai HRD Manager, penggugat tidak pernah 

melakukan pelanggaran apapun, baik pelanggaran terhadap peraturan 

perusahaan dan atau perundang-undangan yang dapat menjadi sebab 

diharuskannya pelaksanaan pemutusan hubungan kerja. Namun pada 

bulan April 2017 tergugat memberitahukan bahwa masa kerja Penggugat 

tidak diperpanjang lagi dengan alasan sudah ada pengganti posisi 

Penggugat sebagai HRD Manager.
144

 Tergugat dalam hal ini telah 

melanggar ketentuan dalam Pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 ayat (1), (2) dan (3) karena Tergugat tidak berusaha untuk 

menghindari adanya pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dan 

Penggugat tersebut. Perusahaan (Tergugat) tidak boleh sesuka hati 

melakukan pemutusan hubungan kerja kecuali pekerja yang bersangkutan 

telah terbukti melakukan pelanggaran berat dan dinyatakan oleh 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
145
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2. Pengajuan Perkara dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 

 Atas peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya, penggugat mengajukan 

gugatan terhadap tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A. Akan tetapi dalam putusan tersebut 

majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima. Setelah putusan ini disampaikan kepada kedua belah pihak, 

penggugat tidak puas dengan isi putusan tersebut sehingga penggugat 

melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara 

Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018. Akan tetapi majelis hakim menyatakan 

bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau 

undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh 

pemohon kasasi tersebut harus di tolak.
146

 

3. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018  

 Putusan hakim sejatinya diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang 

diajukan ke pengadilan, jangan sampai putusan yang dikeluarkan tersebut 

justru dapat memperkeruh dan menimbulkan kontroversi di kalangan 

masyarakat. Pemikiran hukum modern oleh Gustav Redbruch yang 

menyempurnakan konsep positivisme hukum menyatakan bahwa ada tiga 

unsur pokok yang harus terkandung dalam hukum di Indoneisa 
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diantaranya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
147

 Oleh 

karenanya dalam praktik peradilan, dalam memutus suatu perkara hakim 

harus bersandar atas tiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan.
148

 Untuk itu peneliti hendak menganalisis putusan  

Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 ini apabila ditinjau 

dari ketiga unsur tersebut. 

a. Kepastian Hukum 

Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim diharuskan untuk 

melakukan interpretasi hukum dengan cermat. Artinya dalam 

melakukan penemuan hukum terhadap suatu perkara, tidak cukup 

apabila hakim hanya menggali undang-undangnya saja, sebab 

terkadang permasalahan tersebut tidak diatur secara jelas di dalam 

undang-undang. Oleh karenanya hakim juga harus menggali 

bagaimana nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di 

masyarakat.
149

 Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian 

hukum maka putusan tersebut akan memberi kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu hukum yang nantinya dapat dijadikan acuan oleh 

masyarakat apabila ada perkara yang serupa.  
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Setelah peneliti menganalisis putusan Mahkamah Agung 

Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 ini, peneliti beranggapan bahwa 

putusan hakim ini tidak memenuhi unsur kepastian hukum. 

Sebagaimana diketahui bahwa perkara ini merupakan perkara yang 

sebenarnya telah banyak di praktikan oleh masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Karakteristik masyarakat Indonesia yang 

menjunjung tinggi kepercayaan terhadap perkataan seseorang ini telah 

menjadi kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh mereka. Salah satu 

contohnya yakni perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dengan 

perusahaan, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang 

mengikatkan dirinya dengan pekerja/karyawannya dengan perjanjian 

secara lisan. Dan tidak sedikit pula hubungan hukum yang dijalin oleh 

masyarakat yang bekerja sebagai kuli bangunan, buruh tani dan 

sebagainya yang juga melakukan perjanjian kerja secara lisan dengan 

pihak yang mempekerjakannya. 

Majelis hakim yang menangani perkara ini menyimpulkan 

bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi 

perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat. Sebagaimana dalam 

putusan, dalam pertimbangannya majelis hakim hanya berfokus untuk 

mencari bukti tertulis seperti surat pengangkatan kerja yang 

dikeluarkan oleh perusahaan saja.
150

 Padahal bisa saja jika perusahaan 

memang tidak membuat surat pengangkatan tersebut.  
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Dalam hal ini majelis hakim yang hanya fokus mencari bukti 

tertulis dan tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya. Meskipun 

alat bukti surat pengangkatan pekerja tidak ada, ada bukti lain yang 

menguatkan fakta tersebut seperti kesaksian dari tiga orang saksi yang 

menyatakan bahwa penggugat merupakan HRD Manager di 

perusahaan PT Anyar Retail Indonesia diantara saksi tersebut dua 

diantaranya saksi dari penggugat dan satu saksi dari tergugat yang 

mana dulunya ia merupakan staff HRD yang merupakan bawahan dari 

penggugat yang menjabat sebagai HRD Manager. Selain bukti tiga 

orang saksi, terdapat bukti lain yang seharusnya dapat menguatkan 

dalil gugagat penggugat yakni adanya bukti slip gaji milik salah satu 

saksi yang pernah menjabat sebagai pegawai di perusahaan tersebut 

serta buku rekening milik penggugat.
151

 

Seharusnya bukti ini sudah dapat memperkuat fakta adanya 

perjanjian kerja yang mengikat penggugat dan tergugat. Akan tetapi 

majelis hakim seakan-akan tidak melihat posisi bahwa perjanjian lisan 

itu diakui oleh undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

putusan ini tidak sesuai dengan unsur kepastian hukum yang 

kemudian juga tidak dapat memberi  keadilan terhadap masyarakat.
152

  

b. Keadilan 

Perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat ini termasuk 

dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang 
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mana perjanjian kerja ini dapat dibuat secara tertulis maupun secara 

lisan. Dalam hal PKWTT dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib 

membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan 

sebagaimana tertera dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan.
153

 

Sebenarnya apabila tergugat menjalankan perintah undang-

undang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka akan tercipta 

bukti tertulis yang menyatakan bahwa penggugat merupakan HRD 

Manager di perusahaan tergugat. Namun kenyataannya tergugat tidak 

menjalankan kewajibannya untuk mengeluarkan surat pengangkatan 

pekerja bagi penggugat. Maka seharusnya tergugat selaku perusahaan 

yang melanggar ketentuan dengan tidak melaksanakan kewajibannya 

untuk membuat surat pengangkatan pekerja bagi pekerjanya, 

sebagaimana dalam Pasal 188 Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

perusahaan tersebut: 

 “dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 

 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh  juta rupiah). 

 

 Setelah peneliti melakukan analisis terhadap putusan ini, peneliti 

beranggapan bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang 

pada intinya menyimpulkan bahwa tidak ada bukti adanya perjanjian 

kerja antara penggugat dengan tergugat ini hanya berfokus pada bukti 
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tertulis saja. Artinya majelis hakim dalam hal ini telah mengabaikan 

hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.  

Farid Escak, seorang tokoh pemikir islam kontemporer, 

mengungkapkan pemikirannya bahwa apabila ingin mewujudkan 

sebuah keadilan maka dalam melakukan penemuan hukum harus 

melakukan penafsiran hukum terlebih dahulu. Dalam konteks ini, 

majelis hakim yang memiliki kewajiban menangani dan 

menyelesaikan suatu perkara harus melakukan interprestasi. Tidak 

hanya berusaha menginterpretasi undang-undang secara tekstual saja 

namun juga dapat mempertimbangkan keadaan dan kehidupan sosial 

masyarakat. 

Sementara dalam teori tentang keadilannya, John Rawls yang 

mengungkapkan keadilan sebagai justice as fairness, yakni keadilan 

tersebut harus dirasakan oleh seluruh pihak. Putusan hakim 

semestinya terdapat fairness dengan memberi kesempatan yang sama 

kepada para pihak yang bersengketa agar dapat dianggap sebagai 

putusan yang adil. Sementara majelis hakim tidak mempertimbangkan 

bukti-bukti yang menguatkan pembuktian dari pihak penggugat. 

c. Kemanfaatan 

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas 

kepastian hukum dan keadilan. Dalam menerapkan suatu hukum, 

hakim harus memperhatikan asas kemanfaatan ini. Jangan sampai 

karena putusan hakim tersebut bukannya memberi kemanfaatan 
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kepada para pihak dan masyarakat justru menimbulkan kontroversi 

dalam masyarakat.
154

   

Setelah peneliti menganalisis putusan Mahkamah Agung 

Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018, peneliti beranggapan bahwa putusan 

ini tidak memenuhi asas kemanfaatan. Apabila dicermati secara jelas, 

yang mana dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim seakan-

akan tidak mengakui kekuatan perjanjian lisan di Indonesia. Majelis 

hakim hanya berfokus untuk menemukan bukti tertulis saja, namun 

tidak mempertimbangkan bukti lain seperti kesaksian tiga orang saksi, 

bukti slip gaji serta buku rekening milik penggugat. 

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa putusan ini tidak 

memenuhi kriteria kemanfaatan yang dapat memberi kepuasan kepada 

seluruh pihak yang berperkara. Selain itu, hasil akhir putusan inipun 

juga tidak dapat menyelesaikan polemik dalam masyarakat, 

khususnya terhadap para pekerja yang terikat perjanjian kerja secara 

lisan dengan perusahaan tempat ia bekerja. Sehingga amanat UUD 

1945 dalam Pasal 28 D angka (1) untuk memberi perlindungan hukum 

terhadap seluruh warga negara tidak dapat terwujudkan. 

B. Hasil Penelitian dan Analisis  

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Tentang 

Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Lisan Dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018  
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Hakim sebagai aparat penegak hukum sebelum menjatuhkan 

suatu putusan yang adil dan bijaksana harus terlebih dahulu 

mempertimbangkan akibat dan dampak yang akan terjadi setelahnya.
155

 

Karena putusan hakim sangat diperlukan dalam menangani suatu perkara 

yang diperiksa dan diadilinya maka seorang hakim harus memiliki 

kemampuan dalam mengelola data dan fakta-fakta yang didapat selama 

proses persidangan.
156

 Seperti alat bukti tertulis, saksi-saksi, 

persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 

164 HIR/ Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata.
157

  

Selain itu seorang hakim juga harus memiliki kemampuan untuk 

menelusuri serta memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat 

sehingga hakim dapat melahirkan suatu putusan yang seadil-adilnya. 

Adapun dasar pertimbangan hukum hakim untuk menolak gugatan ini 

diantaranya yakni: 

a. Pertimbangan Alat Bukti 

1) Alat Bukti Persangkaan 

 Dalam pembuktian ada yang namanya alat bukti persangkaan, 

persangkaan ini dapat berupa persangkaan dari undang-undang 

maupun persangkaan dari kesimpulan hakim. Akan tetapi 

persangkaan tidak dapat berdiri sendiri, artinya hakim dalam 
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membuat suatu kesimpulan harus didukung dengan alat-alat bukti 

lainnya.  

 Majelis hakim dalam perkara ini menyimpulkan bahwa 

perselisihan yang terjadi adalah perbedaan pendapat tentang 

kedudukan jabatan. Penggugat menyatakan dirinya sebagai HRD 

Manager dari Anyar Group yang mana kemudian Penggugat di-

PHK tanpa mendapatkan kompensasi dan hak-hak lainnya, 

sementara menurut Tergugat, Penggugat bukan karyawan atau 

pekerja dari Tergugat (PT. Anyar Ritail Indonesia) tetapi seorang 

Advokad yang memberikan jasa hukum.
158

 Sehingga karenanya 

majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum 

antara penggugat sebagai HRD Manager dengan tergugat selaku 

perusahaan. 

2) Alat Bukti Tertulis (Surat) 

a. Majelis hakim mempertimbangkan bukti P-2 dan P-3 yang 

berupa surat pengunduran diri atas nama Moch Hilman dan 

Dady Agung yang ditujukan kepada penggugat sebagai HRD 

Manager perusahaan dan juga bukti P-9 berupa surat 

keterangan yang telah di stempel perusahaan dan 

ditandatangani penggugat. Akan tetapi dalam bukti lain yakni 

bukti P-4 berupa slip gaji Dony Agung yang tertulis pada 

periode 28 Juni-27 Juli 2013 yang didalamnya tertuliskan 
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bahwa kedudukan penggugat bukan sebagai HRD Manager, 

namun sebagai personalia perusahaan Anyar Group.159 

Sehingga majelis hakim beranggapan penggugat bukan 

seorang HRD Manager perusahaan Anyar Group. Pemohon 

Kasasi adalah HRD Manager Anyar Group yaitu PT.Kencana 

Satria Sejati Mandiri 

b. Selain itu bukti T-4 tentang Basic Salary UMK 2014 Hotel 

Kedaton yang didalamnya terdapat keterangan tentang posisi 

Penggugat sebagai HR Managernya. Berdasarkan bukti ini 

majelis hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat juga 

pernah menjabat sebagai HR Manager Hotel Kedaton.160  

c. Dalam pertimbangan lain, majelis hakim juga 

mempertimbangkan keterangan saksi Mochamad Hilman 

bahwa perusahaan di dalam Anyar Group hanya ada CV KSS 

(Kencana Sejati Sejahtera) dan PT. KSSM (Kencana Sejati 

Sejahtera Mandiri) yang berarti tidak ada perusahaan yang 

bernama PT Anyar Retail Indonesia.  

d. Adapun dalam bukti P-6 yang identik dengan bukti T-6 

berupa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat No. 560/2396-SK/Perlin 

tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kencana Satria 

Sejati Mandiri. Yang mana terhadap bukti ini telah 
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dilampirkan penandatangan Penggugat yang jabatannya 

adalah sebagai HRD Manager. Berdasarkan fakta ini majelis 

hakim menyatakan terbukti bahwa kedudukan penggugat 

bukan dari PT. Anyar Retail Indonesia.161 

e. Majelis hakim juga menyatakan bahwa gugatan penggugat ini 

kurang pihak, semestinya selain menggugat tergugat yakni PT 

Anyar Retail Indonesia juga menggugat PT. Kencana Satria 

Sejati Mandiri.162 

f. Majelis hakim juga mempertimbangkan bukti T-3 berupa 

fotocopy Akta Pendirian PT. Anyar Ritail Indonesia, dalam 

akta tersebut tercantum bahwa PT. Anyar Ritail Indonesia 

berdiri sejak 9 Desember 2014. Sedangkan bukti P-4 yakni 

slip pembayaran gaji manual Anyar Group terulis pada 

periode 28 Juni s/d 27 Juli 2013. Berdasarkan hal tersebut 

maka bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut lebih dulu 

ada sebelum terbentuknya perusahaan tergugat. 

b. Pertimbangan Perundang-Undangan 

 Selain berdasarkan alat bukti, majelis hakim juga 

mempertimbangkan ketentuan dari perundang-undangan, yakni 

dalam Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 

menyatakan bahwa: 
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 “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

 pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai 

 unsur pekerjaan, upah dan perintah”.
163

  

 

 Yang pada intinya berdasarkan ketentuan ini, maka hubungan 

kerja dapat terjadi setelah adanya perjanjian antara pekerja dengan 

pengusaha sebagai bentuk lahirnya atau terciptanya hubungan hukum 

yang mana dalam hal ini adalah antara penggugat dengan tergugat. 

Akan tetapi majelis hakim tidak menemukan bukti bahwa benar telah 

terjadi perjanjian kerja antara penggugat dengan tergugat.
164

  

Majelis hakim juga beranggapan bahwa apabila memang 

benar terdapat perjanjian kerja secara lisan antara penggugat dan 

tergugat, maka seharusnya ada Surat Pengangkatan Pekerja bagi 

penggugat yang dikeluarkan oleh perusahaan (tergugat) sebagaimana 

ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan 

tetapi kenyataannya tidak ada Surat Keputusan Pengangkatan 

penggugat sebagai HRD Manager PT. Anyar Ritail Indonesia. 

Sehingga majelis hakim berpendapat antara Penggugat dengan 

Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja. 
165

  

Majelis hakim dalam hal ini juga berpedoman pada putusan 

MA RI No. 294.K/Pdt/Sip/1971 yang disahkan pada tanggal 7 Juli 

1971 yang memberikan kaidah hukum bahwa: 
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“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek 

hukum yang  mempunyai hubungan hukum dengan masalah 

yang disengketakan dan bukan  orang lain”.
166

 

 

Dan sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:  

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan pekerja”. 

 

Karena majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

kerja antara penggugat dengan tergugat. Majelis hakim menyatakan 

bahwa penggugat telah salah dalam menarik tergugat sebagai pihak 

dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan penggugat dinyatakan 

Error In Persona. Sehingga majelis hakim menyatakan gugatan 

penggugat Error In Persona, maka sudah tepat terhadap gugatan 

penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke 

Verklaard), sehingga majelis hakim tidak perlu lagi 

mempertimbangkan tentang pokok perkara, tuntutan atas hak-hak 

pesangon dan hak-hak lainnya dari Penggugat.
167

 

Setelah putusan yang penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri 

Bandung keluar, penggugat mengajukan permohonan kasasi agar 

majelis hakim untuk membatalkan putusan sebelumnya. Akan tetapi 

majelis hakim memutuskan bahwa putusan Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak 

bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang. Sehingga 
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permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut 

tetap harus ditolak.
168

 

2. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio 

Decidendi) Tentang Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Lisan Dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 

Putusan hakim merupakan hasil analisa hukum yang digali berdasarkan 

fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Untuk mengukur kualitas suatu 

putusan maka yang perlu diperhatikan adalah dasar pertimbangan hukum 

yang digunakan hakim yang menangani perkara tersebut. Oleh sebab itu 

hakim harus meneliti secara cermat dan tepat sebelum mengeluarkan 

suatu putusan.169 Adapun analisis terhadap dasar pertimbangan hukum 

hakim yang inti pokoknya sebagai berikut: 

a. Pemohon Kasasi adalah HRD Manager Anyar Group yaitu 

PT.Kencana Satria Sejati Mandiri 

 Dalam salah satu dasar pertimbangan hukumnya, majelis hakim 

mempertimbangkan bukti P-6 yang identik dengan bukti T-6 berupa 

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Barat No. 560/2396-SK/Perlin tentang Pengesahan Peraturan 

Perusahaan PT. Kencana Satria Sejati Mandiri. Yang mana terhadap 

bukti ini telah dilampirkan penandatangan Penggugat yang 

jabatannya adalah sebagai HRD Manager. Sehingga majelis hakim 

menyimpulkan bahwa kedudukan penggugat bukan dari PT. Anyar 
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Retail Indonesia. Sehingga penggugat telah salah menarik tergugat 

dalam gugatannya. 

 Majelis hakim dalam suatu pembuktian perdata tidak boleh 

hanya terpaku pada kebenaran formil saja. Namun juga harus 

menggali dan mempertimbangkan apa yang menjadi kebenaran 

materilnya serta mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. 

Bahwa memang benar isi surat tersebut akan tetapi untuk 

mendapatkan fakta secara lebih bijak lagi, majelis hakim sebaiknya 

memperhatikan bukti-bukti lain yang ada dalam persidangan.  

 Dalam keterangan saksi Mochamad Hilman yang memberi 

pernyataan bahwa pada awalnya saksi bekerja di PT KSSM akan 

tetapi kemudian ada peralihan menjadi Anyar Group dan terakhir di 

PT. Anyar Retail Indonesia.
170

 Artinya bahwa pada tahun 2013 yang 

dikatakan Penggugat pada waktu itu perusahaan ini masih dalam 

masa peralihan. Beberapa pekerja yang bekerja di PT. Anyar Retail 

Indonesia sebelumnya juga bekerja di PT KSSM ataupun Anyar 

Group karena memang perusahaan tersebut pada waktu itu masih 

dalam masa transisi.   

 Selain itu saksi Deni Kusandar, seorang Operasional Manager 

dari PT Anyar Retail Indonesia juga memberi pernyataan bahwa 

Peraturan Perusahaan PT KSSM juga berlaku untuk Perusahaan PT. 

Anyar Retail Indonesia. PT Anyar Group ini memiliki tiga 
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perusahaan yang menjadi naungannya diantaranya yakni PT Anyar 

Retail Indonesia, PT Kencana Satria Sejati Mandiri dan PT KSS. 

Karenanya baik pekerja/karyawan yang bekerja di PT Anyar Retail 

Indonesia, PT Kencana Satria Sejati Mandiri ataupun di PT KSS 

sejatinya mereka juga termasuk dalam pekerja/karyawan dari PT 

Anyar Group.
171

  

 Saksi juga mengatakan bahwa saksi menandatangani surat-surat 

yang keluar atas nama Anyar Group termasuk Peraturan Perusahaan 

sebagai karyawan PT KSSM.
172

 Saksi juga mengatakan bahwa semua 

karyawan mengakui bahwa sebenarnya mereka bekerja di PT Anyar 

Group. Terlebih lagi keterangan dari saksi lain dari pihak tergugat 

yakni Lia Amelia yang mengatakan bahwa penggugat ini menangani 

perusahaan lain sepanjang ada dibawah PT Anyar Group.
173

 Artinya 

bahwa baik saksi dan penggugat selama bekerja dibawah naungan PT 

Anyar Group ia juga bekerja pada perusahaan-perusahaan dibawah 

naungannya. 

 Terlepas dari penggugat yang seharusnya menggugat PT Anyar 

Group, PT Anyar Retail Indonesia ataupun PT KSSM ini seharusnya 

dapat didudukkan pada tempat yang tepat, karena persoalan ini bukan 

menyangkut pada persoalan terpisahnya perusahaan-perusahaan 

tersebut akan tetapi terdapat hak dari yang bersangkutan itulah yang 

harus dipenuhi. Terlebih mengingat lagi bahwa PT Anyar Group 
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yang tidak memiliki akta pendirian sehingga dalam hal ini penggugat 

memilih untuk menggugat PT Anyar Retail Indonesia yang telah 

berbadan hukum. 

b. Pernyataan penggugat bahwa ia telah bekerja sebagai HRD Manager 

di PT. Anyar Retail Indonesia lebih dulu ada sebelum berdirinya 

perusahaan tergugat  

 Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan bukti T-3 yang 

tercantum bahwa perusahaan tergugat berdiri sejak 9 Desember 2014. 

Sedangkan Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan dirinya 

sebagai HRD Manager sejak 21 April 2013.174 Atas pertimbangan 

tersebut majelis hakim kemudian tidak membenarkan fakta bahwa 

ada hubungan kerja antara penggugat dan tergugat. 

 Dalam perkara perdata, pembuktian lebih bersifat mencari 

kebenaran formil, baik terkait dengan hak maupun peristiwa. 

Karenanya akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan 

mengikat. Sempurna dalam arti hakim tidak memerlukan alat bukti 

lain untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti akta otentik. 

Mengikat dalam arti hakim terikat dengan alat bukti akta otentik, 

kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 165 HIR/285 RBg). 

Apabila akta otentik dilumpuhkan oleh alat bukti lawan, maka 

kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan, dan 
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untuk dapat mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah 

dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.  

 Hakikatnya hakim bukanlah benda yang tidak bernyawa, tetapi 

mahluk yang memiliki ruh dan nurani. Selain itu, pembuktian dalam 

hukum tidak seperti ilmu pasti seperti matematika, tetapi lebih 

bersifat sosial. Oleh karena itu, hakim tidak boleh hanya terpaku pada 

kebenaran formil, tetapi juga harus berusaha menggali kebenaran 

materiil dalam perkara perdata.
175

 

 Dalam kasus di atas alat bukti lawan berupa dua orang saksi 

penggugat dan dua orang saksi tergugat. Menurut hukum 

pembuktian, alat bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan 

materiil serta jumlahnya telah memenuhi batas minimal pembuktian, 

memiliki kekuatan pembuktian bebas, dalam arti penilaian 

pembuktian diserahkan kepada hakim. Pada kasus dalam putusan ini, 

akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti oleh tergugat berupa 

Akta Pendirian Perusahaan. Untuk melawan akta otentik tersebut 

menurut Harahap kekuatan pembuktian akta otentik dapat 

dilumpuhkan dengan alat bukti apa saja, termasuk saksi.
176

 

 Menurut  Wirjono, pembuktian dengan keterangan saksi ini 

menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Yang mana dalam 
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kebiasaan masyarakat Indonesia bahwa dalam melakukan beberapa 

perbuatan hukum tidak terbiasa dibuatkan surat/bukti tertulis 

lainnya.
177

 Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi 

kepercayaan kepada orang lain ini yang menyebabkan jarang 

dilakukannya perjanjian secara tertulis. Oleh sebab itu keterangan 

saksi yang mengetahui kebenaran peristiwa yang disengketakan di 

pengadilan ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam 

persidangan perkara perdata.Dalam kasus ini terdapat keterangan dari 

empat orang saksi yang secara hukum memiliki nilai pembuktian 

namun tidak dipertimbangkan oleh hakim.  

 Pertama, saksi Mochamad Hilman yang mengatakan bahwa 

saksi mengetahui Penggugat adalah HRD Manager PT Anyar Group 

dan PT Anyar Retail Indonesia mulanya pada sekitar tahun 2013. 

Bahwa pernah suatu ketika seluruh staff di lingkungan store 

manager/store leadaer dikumpulkan dalam satu ruangan untuk 

mengenalkan penggugat sebagai HRD Manager. Yang mana 

perkumpulan tersebut dihadiri oleh semua lingkup operasional store, 

diantaranya ada store manager atau supervisor juga manager 

operasional. Saksi juga mengetahui bahwa penggugat adalah HRD 

karena Direksi PT Anyar Retail Indonesia yakni Pak Kelvin Sumarli 

yang pernah secara langsung berbicara bahwa penggugat adalah HRD 

Manager dan meminta untuk seluruh permasalahan kepengurusan 
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karyawan agar ditangani oleh penggugat. Oleh karenanya sejak 

pergantian HRD Manager yang sebelumnya dipegang oleh Doni 

Iskandar, setiap ada permasalahan pasti menghadap secara langsung 

kepada penggugat.178  

 Kedua, saksi Dodi Agung Hardianto yang mengatakan bahwa 

sebagaimana keterangan dari saksi Mochamad Hilman, ia juga 

mengetahui saat ketika penggugat memperkenalkan diri sebagai HRD 

Manager  dalam perkumpulan semua pimpinan cabang yang diadakan 

pada tahun 2013 tersebut yang pada saat itu bertempat di kantor 

SPBU Jalan Ahmad Yani. Saksi juga menyatakan bahwa ketika saksi 

menjadi pimpinan cabang di Cimahi, HRD pernah membagikan 

peraturan perusahaan pertama kali yakni pada tahun 2013 yang 

didalamnya ditandatangani oleh Penggugat selaku HRD Manager dan 

saksi sebagai Pimpinan Cabang. Setahu saksi PT Anyar Group 

merupakan Holding Company PT Anyar Retail Indonesia yang mana 

dulu sebutannya adalah Anyar Group. Dan saksi mengetahui PT 

Anyar Retail Indonesia sudah ada dan beroperasi sejak sekitar tahun 

2008 tetapi mungkin pengesahannya baru di tahun 2014.179 

 Berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan penggugat 

dalam gugatannya yang menyatakan bahwa ia telah melakukan 

perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan dan telah bekerja 

disana sejak tahun 2013, hal ini menguatkan fakta bahwa tahun 2013 
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pun PT Anyar Retail Indonesia sudah beroperasi. Akan tetapi 

memang pengesahan pendiriannya baru di tahun 2014.   

 Normalnya baik PT yang belum mendaftarkan legalitasnya atau 

bahkan PT yang sedang menunggu pengesahan yang diberikan oleh 

Kementrian Hukum dan HAM tersebut tidak mungkin berhenti 

beroprasi. Apabila PT tidak melakukan perbuatan usaha maka PT 

tersebut akan mengalami kerugian karena perusahaan tidak 

melakukan perbuatan usaha. Yang mana dalam menjalankan 

usahanya tersebut PT pasti akan melakukan perbuatan hukum seperti 

perjanjian jual beli atau bahkan perjanjian kerja dengan karyawannya 

meskipun PT tersebut belum berstatus  badan hukum. Sebagaimana 

Pasal 14 UUPT Ayat 1 bahwa:  

 “Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum 

 memperoleh status badan  hukum, hanya boleh dilakukan oleh 

 semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua 

 anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka sernua 

 bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan 

 hukum tersebut”. 

 

 Akan tetapi setelah PT berstatus sebagai badan hukum tanggung 

maka jawab seorang Direksi yang semula bertanggung jawab secara 

tanggung renteng berubah menjadi tanggung jawab yang diambil alih 

oleh PT hal ini disebutkan dalam Pasal 14 UUPT Ayat 4-5. Maka 

dalam perkara ini perjanjian kerja yang termasuk sebagai perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat selaku Direksi 

serta disaksikan oleh dua orang Direksi lainnya sebelum perusahaan 
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menjadi bahan hukum, maka sesuai Pasal 14 UUPT Ayat 4-5 

perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab PT.  

 Maka dalam hal ini majelis hakim selain memperhatikan 

kebenaran formil, juga tidak boleh mengesampingkan kebenaran 

materilnya. Meskipun Akta Pendirian PT Anyar Retail Indonesia 

tertulis tahun 2014, secara materilnya PT Anyar Retail Indonesia 

telah beroperasi dan melakukan perbuatan hukum sebelum 

perusahaan mendapat legalitas sebagai badan hukum. Sebagaimana 

bukti kuat dari keterangan para saksi dan karyawan yang bekerja di 

perusahaan tersebut.  

 Dalam hal ini peneliti memandang bahwa majelis hakim telah 

keliru dalam mempertimbangkan pernyataan penggugat bahwa ia 

telah bekerja sebagai HRD Manager di PT Anyar Retail Indonesia 

lebih dulu ada sebelum berdirinya perusahaan tergugat. Karena fakta 

bahwa penggugat telah bekerja sejak tahun 2013 itu dapat diperkuat 

dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya. Meskipun akta 

pendirian perusahaan baru berdiri di tahun 2014, tidak dapat 

dipungkiri bahwa di tahun 2013 penggugat telah bekerja di PT. Anyar 

Retail Indonesia. Secara formil memang benar akta pendirian 

perusahaan pada tahun 2014 akan tetapi hak-hak para pekerja yang 

telah bekerja sebelum perusahaan mendapat legalitas juga perlu 

diperhatikan. 
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c. Tidak ada perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat sehingga 

keduanya tidak memiliki hubungan kerja 

 Majelis hakim dalam hal ini menimbang dari ketentuan dalam 

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 

menyatakan bahwa: 

 “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

 pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai 

 unsur pekerjaan, upah dan perintah”.180  

 

 Yang pada intinya berdasarkan ketentuan ini, maka hubungan 

kerja dapat terjadi setelah adanya perjanjian antara pekerja dengan 

pengusaha sebagai bentuk lahirnya atau terciptanya hubungan hukum 

antara keduanya. Akan tetapi majelis hakim tidak menemukan bukti 

bahwa benar telah terjadi perjanjian kerja antara penggugat dengan 

tergugat.181  

 Majelis hakim juga beranggapan bahwa apabila memang benar 

terdapat perjanjian kerja secara lisan antara penggugat dan tergugat, 

maka seharusnya ada Surat Pengangkatan Pekerja bagi penggugat 

yang dikeluarkan oleh perusahaan (tergugat) sebagaimana ketentuan 

dalam Pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi 

kenyataannya tidak ada Surat Keputusan Pengangkatan penggugat 

sebagai HRD Manager PT. Anyar Ritail Indonesia. Sehingga majelis 
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hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat tidak 

mempunyai hubungan kerja.182  

 Majelis hakim yang hanya berfokus pada bukti tertulis saja ini 

tidak mempertimbangkan kebenaran materil dan hukum yang hidup 

dan berkembang di masyarakat. Sebagaimana perkartaan Farid Escak 

bahwa apabila ingin mewujudkan sebuah keadilan maka dalam 

melakukan penemuan hukum harus melakukan hermeneutika hukum 

terlebih dahulu. Artinya majelis hakim dalam upaya menyelesaikan 

suatu perkara, jangan hanya berpatokan kepada undang-undang 

secara tekstual saja. Namun juga hakim harus dapat 

mempertimbangkan hal-hal lain yang memang tidak diatur di dalam 

undang-undang.  

 Meskipun tidak ada surat pengangkatan kerja, masih ada bukti 

lain yang memperkuat fakta bahwa ada perjanjian kerja secara lisan 

yang mengikat penggugat dengan tergugat, diantara bukti-bukti 

tersebut antara lain: 

 Seperti kesaksian dari saksi penggugat yakni Mochamad Hilman 

dan Dodi Agung Hardianto yang sama-sama mengetahui ketika 

penggugat memperkenalkan diri sebagai HRD Manager dalam 

perkumpulan semua pimpinan cabang yang diadakan pada tahun 

2013. Bahkan Operasional Manager perusahaan juga 

memperkenalkan penggugat sebagai HRD Manager. Apabila yang 
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dilakukan penggugat pada saat itu salah, maka para pimpinan cabang 

akan memberi teguran kepadanya. Akan tetapi hal sebaliknya yang 

terjadi, tidak ada teguran dari pihak perusahaan ketika penggugat 

memperkenalkan diri sebagai HRD Managernya. 

 Menariknya lagi kesaksian dari saksi tergugat yakni Lia Amelia 

yang mengaku bahwa dulunya merupakan staff dari Penggugat yang 

menjabat sebagai HRD Manager di PT Anyar Retail Indonesia dan ia 

juga mengatakan  dahulu penggugat yang mewawancarainya selaku 

HRD PT Anyar Retail Indonesia ini merupakan kesaksian yang 

memiliki nilai pembuktian yang kuat. Bahkan kesaksian dari seorang 

Operasional Manager perusahaan tersebut juga mengatakan bahwa ia 

memperkenalkan penggugat sebagai HRD Manager perusahaan PT 

Anyar Group. 

 Sebagaimana pembuktian dalam perkara perdata, bahwa 

kesaksian para saksi ini bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan. 

Terlebih kekuatan pembuktian dari seorang saksi jika diperkuat 

dengan alat bukti lain dan terdapat keseuaian diantara keduanya maka 

dapat memjadi kekuatan pembuktian yang sempurna.183  

 Adapun dalam perkara ini ada empat kesaksian yang sama dari 

dua orang saksi penggugat dan dua saksi tergugat. Dan diperkuat 

dengan bukti foto copy buku rekening penggugat, surat pengunduran 

diri saksi Mochamad Hilman dan Dodi Agung Hardianto yang 
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didalamnya terdapat tanda tangan penggugat sebagai HRD Manager 

PT Anyar Retail Indonesia serta slip gaji manual atas nama Dodi 

Agung Hardianto dengan tanda tangan penggugat sebagai HRD  

Manager.184 Adapun terhadap bukti tersebut, saksi tergugat sebagai 

operasional manager perusahaan telah mengakui bahwa stempel/cap 

dalam bukti tersebut sah dan diakui oleh perusahaan.185  

 Seharusnya bukti-bukti yang telah dipaparkan diatas dapat 

menguatkan fakta atas peristiwa yang terjadi antara penggugat dan 

tergugat. Melihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum hakim 

dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 

ini, ditemukan interpretasi bahwa hakim terlalu terpaku pada 

kebenaran formil saja dan tidak berupaya untuk mencari dan 

membertimbangkan kebenaran materilnya.  

d. Penggugat telah salah apabila menarik tergugat sebagai pihak dalam 

perkara a quo 

 Setelah menganalisis putusan ini, peneliti beranggapan bahwa 

meskipun kebenaran materilnya penggugat bekerja pada perusahaan 

yang berada dibawah naungan PT Anyar Group. Akan tetapi agar 

gugatan aman dari cacat formil sebaiknya penggugat menggugat 

Hoalding Company dari perusahaan-perusahaan tersebut yakni PT 

Anyar Group. 
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Dalam hal sengketa di pengadilan, para pihak diberi 

kebebasan yang sama untuk membuktikan kebenaran argumennya. 

Sebagaimana keterangan para saksi ini, maka upaya penggugat dalam 

menguatkan fakta bahwa penggugat merupakan HRD Maneger 

perusahaan PT. Anyar Retail Indonesia bisa dikatakan telah terbukti. 

3. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 Dengan Asas-Asas Perjanjian dan Asas Keadilan  

Asas adalah prinsip dan suatu hal yang dianggap sebagai pokok 

dan mendasari segala sesuatunya. Asas hukum merupakan dasar atau 

pokok yang terkandung dalam peraturan hukum yang kemudian 

digunakan sebagai tumpuan dalam berfikir dan bependapat.
186

 Pada 

bagian penelitian ini peneliti hendak menganalisis kesesuaian antara 

putusan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 

K/Pdt.Sus-PHI/2018 dengan Asas-Asas Perjanjian dan Asas Keadilan. 

a. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 Dengan Asas-Asas Perjanjian 

Asas perjanjian adalah prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai 

dasar tumpuan berfikir dalam melakukan suatu perjanjian. Pada 

dasarnya terdapat beberapa asas penting dalam pelaksanaan 

suatu  perjanjian. Asas tersebut sebagai pedoman penting dalam 
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pelaksanaan suatu  perjanjian dalam kaidah hukum. Adapun asas-asas 

dalam perjanjian antara lain:
187

  

1) Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract) 

Kebebasan berkontrak merupakan bentuk refleksi dari 

salah satu cita-cita negara hukum dalam memberi perlindungan 

terhadap Hak Asasi Manusia. Upaya negara dalam melindungi 

tiap-tiap Hak Asasi Manusia salah satunya dengan 

diaktualisasikannya dalam bentuk kebebasan berkontrak bagi 

warga negaranya. Oleh karenanya hak kebebasan berkontrak ini 

dianggap sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi oleh 

negara.
188

 

Asas kebebasan berkontrak ini didasari pada Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian 

yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.
189

 Dengan menekankan kata “semua”, maka dalam 

pasal tersebut berarti bahwa setiap pihak bebas untuk membuat 

atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan 

siapa pun, menentukan isi perjanjian serta menentukan bentuk 

perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
190
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Maka apabila mengacu pada perkara dalam putusan 

Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018, perjanjian 

yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tidak sepenuhnya 

relevan dengan asas ini. Meskipun pada akhirnya kedua belah 

pihak  setuju untuk melakukan suatu perjanjian secara lisan, akan 

tetapi setelahnya pihak pekerja menghendaki adanya bukti 

tertulis terkait perjanjian tersebut namun sebaliknya perusahaan 

tidak menghendaki adanya bukti tertulis.  

Hal tersebut didasari karena pekerja berkeinginan untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang mana 

perjanjian yang dibuat secara lisan ini menempatkan pekerja 

pada keadaan yang lebih banyak resiko kerugiannya. Sehingga 

asas kebebasan berkontrak dapat dikatakan tidak terealisasikan 

dalam perjanjian ini karena pekerja tidak mendapat kebebasan 

untuk memilih bentuk perjanjian kerja yang diinginkannya. 

Maka dalam hal ini tergugat telah melanggar ketentuan 

dalam asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan  berkontrak 

yang dimaksud bukanlah kebebasan secara mutlak yang tidak 

ada batasannya, apabila hal demikian terjadi maka salah satu 

pihak dapat memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk 

disalahgunakan. Sebagaimana yang dilakukan tergugat dalam hal 

ini tergugat telah menyalahgunakan kebebasan yang dimilikinya 



 112 

dengan memanfaatkan penggugat yang posisinya pada pihak 

yang lemah. 

2) Asas Konsensualisme (Concensualism) 

Sebagaimana dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata 

yang menyatakan bahwa kesepakatan merupakan penentu adanya 

suatu perjanjian dan penyebab timbulnya hak dan kewajiban 

terhadap para pihak yang membuatnya.
191

 Asas konsensualisme 

berarti bahwa suatu perjanjian telah terjadi sejak tercapainya 

suatu konsensus (kesepakatan) diantara para pihak yang 

mengadakan perjanjian. Artinya bahwa suatu perjanjian itu telah 

sah dan mengikat apabila diantara para pihak telah tercapai 

kesepakatan atas hal-hal dalam perjanjian tersebut.
192

 

Oleh karenanya dalam suatu perjanjian, kesepakatan 

merupakan kunci sahnya perjanjian tersebut. Kesepakatan yang 

dimaksud merupakan kesepakatan yang tidak ada unsur paksaan. 

Apabila terdapat keterpaksaan mana hakikatnya tidak terjadi 

kesepakatan antara pihak tersebut.
193

 

Suatu kesepakatan yang dibuat secara terpaksa disebut 

dengan contradiction interminis. Suatu kesepakatan yang 

mengandung unsur paksaan hakikatnya tidak dapat dikatan 

sebagai kesepakatan, karena hal ini menunjukkan bahwa 
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kesepakatan tersebut tidak memberi opsi kepada salah satu pihak 

dalam memilih setuju atau tidak setuju terhadap pokok perjanjian 

tersebut.
194

 

Sebagaimana pada perkara dalam putusan Mahkamah 

Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018, perjanjian yang dibuat 

oleh penggugat dan tergugat juga sepenuhnya tidak relevan 

dengan asas konsensualisme. Meskipun pekerja dan perusahaan 

sepakat terkait jam kerja bagi pekerja, namun dalam hal lain 

pihak pekerja juga menghendaki adanya bukti tertulis terkait 

perjanjian tersebut.   

Pihak pekerja memiliki kehendak untuk membuat surat 

perjanjian kerja sebagai bukti tertulis, namun pihak perusahaan 

tidak menghendakinya. Dalam hubungan kerja ini perusahaan 

menempatkan pekerja berada pada pihak yang lebih lemah dan 

kurang menguntungkan. Artinya pekerja dalam hal ini tidak 

dapat memiliki kedudukan yang sejajar dengan perusahaan. Oleh 

karenanya penggugat tidak memiliki pilihan lain selain 

menyetujui kehendak perusahaan. Dan pada akhirnya sepakat 

bahwa perjanjian kerja tersebut hanya dilakukan secara lisan.  

3) Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) 

Asas pacta sunt servanda dalam bahasa Latin berarti janji 

harus ditepati.
195

 Adapun secara hukum asas pacta sunt servanda 
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artinya suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka belaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
196

 Hal 

ini berarti bahwa apabila perjanjian tersebut telah dibuat secara 

sah, yakni telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian maka 

mengikat bagi para pihak sebagaimana mengikatnya undang-

undang.  

Asas pacta sunt servanda disebut juga sebagai asas 

kepastian hukum. Apabila terdapat suatu perselisihan antara para 

pihak dalam perjanjian, maka baik hakim, mediator, arbitor atau 

pihak ketiga lainnya harus menghormati dan dilarang melakukan 

intervensi terhadap isi dari perjanjian tersebut karena isi dari 

perjanjian tersebut dibuat sesuai kehendak kedua belah pihak 

serta menjadi hukum yang berlaku bagi para pihak yang 

membuatnya.
197

 

Apabila mengacu pada perkara dalam putusan Mahkamah 

Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018, maka perjanjian yang 

dibuat oleh penggugat dan tergugat tidak relevan dengan asas 

pacta sunt servanda ini. Karena perjanjian yang dibuat tidak 

sesuai dengan kehendak para pihak. Dalam perjanjian ini, ada 

pihak yang secara terpaksa menerima kesepakatan 
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tersebut.Selain itu perjanjian ini tidak sesuai dengan asas pacta 

sunt servanda, karena salah satu pihak tidak mengakui adanya 

hubungan hukum tersebut dengan maksud untuk menghindari 

tanggung jawabnya. Karena perbuatannya tersebut dalam hal ini 

tergugat telah menyalahgunakan kebebasan yang dimilikinya 

dengan memanfaatkan penggugat yang posisinya pada pihak 

yang lemah. 

4) Asas Itikad Baik (Good Faith)  

Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 

yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik.
198

 Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam 

membuat suatu perjanjian harus didasari dengan iktikad baik, 

yakni para pihak wajib menjalankan substansi perjanjian tersebut 

berdasarkan kepercayaan yang teguh dan kemauan baik dari para 

pihak. 
199

 

Oleh karenanya Subekti menjelaskan bahwa hakim 

memiliki kewenangan untuk mengawasi suatu perjanjian apabila 

suatu perjanjian telah melanggar kepatutan dan nilai keadilan 

terhadap salah satu pihak. Terkait penilaian apakah perjanjian 

tersebut dilaksanakan atas dasar iktikad baik atau tidak, 

pelaksanaannya diserahkan kepada penilaian hakim sendiri. Hal 
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ini karena belum ada dasar regulasi atau patokan yang 

mengaturnya.
200

 

 Adapun pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 

761 K/Pdt.Sus-PHI/2018, perjanjian yang dibuat oleh penggugat 

dan tergugat tidak relevan dengan asas iktikad baik. 

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwa tergugat 

dalam hal ini perusahaan tidak menghendaki adanya bukti 

tertulis meskipun penggugat yakni pekerja telah menyiapkan 

surat perjanjian kerja untuk ditandatangani. Yang mana 

penggugat dalam hal ini memiliki iktikad baik agar ketika 

nantinya salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian 

tersebut, dapat dibuktikan di pengadilan.   

 Tergugat juga tidak menyediakan surat pengangkatan pekerja 

sebagai HRD Manager di perusahaannya. Apabila perusahaan 

memiliki iktikad baik, tentu perusahaan tidak ragu untuk 

membuat dan mengadakan bukti tertulis. Akan tetapi dalam 

perkara ini, perusahaan tetap tidak menhendaki adanya bukti 

tertulis dengan menolak untuk menandatangani surat perjanjian 

kerja yang telah disediakan penggugat. Sehingga ketika terjadi 

perselisihan maka tidak mudah untuk mendapat bukti yang 

memperkuat fakta bahwa telah terjadi hubungan hukum antara 
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pekerja dan perusahaan tersebut melalui perjanjian kerja secara 

lisan. 

 Iktikad baik dari para pihak yang melakukan kontrak/perjanjian 

tidak hanya berlaku ketika dalam tahap pembuatannya saja, akan 

tetapi berlaku juga pada setiap tahapannya, mulai dari tahap 

perencanaan, penyusunan (pembuatan) bahkan dalam tahap 

pelaksanaannya (pasca pembuatan). 
201

 Maka berdasarkan hal 

tersebut tergugat dalam hal ini dapat dikatakan telah melakukan 

pelanggaran terhadap asas iktikad baik. Tidak hanya dalam tahap 

pembuatan, namun juga dalam tahap pelaksanaannya penggugat 

tidak memiliki iktikad baik terhadap perjanjian yang telah ia 

buat. Terlebih lagi tergugat sampai tidak mengakui adanya 

hubungan hukum tersebut dengan maksud untuk menghindari 

tanggung jawabnya. 

5) Asas Kepribadian (Personality) 

 Asas kepribadian ialah asas yang menetapkan bahwa dalam 

melaksanakan suatu perjanjian, harus didasari atas kepentingan 

diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1315 KUH 

Perdata. Sementara Pasal 1340 KUH Perdata juga menyebutkan 

bahwa:  

 “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang 

 membuatnya.”
202
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 Inti ketentuan dalam pasal ini bahwa suatu perjanjian yang 

diadakan oleh para pihak hanya berlaku terhadap mereka yang 

mengadakan perjanjian tersebut.
203

 Meski begitu ketentuan 

dalam Pasal 1317 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu 

perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga 

apabila hal tersebut tercantum dalam syarat yang telah 

ditentukan
204

.  

 Dalam suatu hubungan kerja, asas ini dimaknai bahwa 

perjanjian yang telah dibuat oleh pekerja dan perusahaan hanya 

berlaku bagi kedua belah pihak saja. Mengacu pada perkara 

dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018, perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat 

sesuai dengan asas ini karena perjanjian tersebut hanya kedua 

belah pihak yang melakukannya. 

Berdasarkan pemaparan asas-asas perjanjian diatas apabila 

dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 maka perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat 

tidak sepenuhnya sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian.  

Pertama, perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat 

tidak relevan dengan asas kebebasan berkontrak karena pekerja tidak 

mendapat kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian kerja yang 

diinginkannya. Kedua, perjanjian ini tidak sesuai dengan asas 
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konsensualisme karena penggugat tidak memiliki pilihan lain selain 

menyetujui kehendak tergugat. Artinya dalam hal ini ada cacat 

kesepakatan antara penggugat dan tergugat. 

Ketiga, perjanjian ini tidak sesuai dengan asas pacta sunt 

servanda karena perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak 

para pihak. Selain itu salah satu pihak tidak mengakui adanya 

hubungan hukum tersebut meskipun terdapat bukti-bukti yang 

menguatkan adanya perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat dan 

tergugat. Ke empat, perjanjian ini tidak sesuai dengan asas iktikad 

baik karena tergugat yakni perusahaan tidak menyetujui untuk 

mengadakan dan menandatangani bukti tertulis meskipun penggugat 

telah membuat surat perjanjian kerja tertulis. Terlebih lagi dalam 

tahap pelaksanan perjanjian tersebut, tergugat melanggar asas iktikad 

baik dengan tidak mengakui adanya hubungan hukum tersebut 

dengan maksud untuk menghindari tanggung jawabnya setelah 

membuat perjanjian dengan penggugat. 

Dalam membuat suatu perjanjian kerja, maka para pihak yang 

bersangkutan yakni pekerja dan perusahaan selain harus memenuhi 

syarat-syarat perjanjian juga harus memperhatikan asas-asas 

perjanjian. Namun demikian, realitanya asas-asas ini tidak diterapkan 

dalam pembuatan suatu perjanjian.
205

 Sehingga masih banyak terjadi 

penyalahgunaan wewenang dari pihak yang kedudukannya lebih kuat 
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untuk memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya terhadap pihak 

yang berada dalam pihak yang lemah.  

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 ini, majelis hakim tidak mempertimbangkan 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak tergugat. 

Padahal ada bukti-bukti yang membenarkan bahwa penggugat 

merupakan HRD Manager di perusahaannya, tetapi tergugat tidak 

mengakui adanya hubungan kerja tersebut. Maka dalam hal ini hakim 

dirasa tidak menerapkan interpretasi hukum dengan secara baik. 

Sebagaimana yang teori keadilan yang digagas oleh Farid 

Escak bahwa sebelum memutus suatu perkara maka hakim harus 

berupaya untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang 

dengan cara menafsirkannya baik secara tekstual maupun 

kontekstual. Apabila hanya memahami undang-undang secara 

tekstual saja tidak dapat menyelesaikan perkara dan memberi solusi 

atas suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang mana 

realitanya produk hukum yang kita gunakan saat ini yakni undang-

undang masih memuat aturan yang pengaturannya pun masih belum 

jelas/rancu. Dan terdapat pula undang-undang yang telah using dan 

tidak selaras dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, disinilah 

letak pentingnya seorang hakim untuk memahami undang-undang 

secara kontekstual dengan memperhatikan kenyataan dan ketentuan 

yang saat ini berlaku di masyarakat. Apabila masih memaksakan 
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untuk menggunakan undang-undang yang tidak selaras dengan 

kondisi sosial masyarakat, maka pemerkosaan dalam hukum terhadap 

masyarakat tidak dapat dihindari lagi.
206

 

b. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 Dengan Asas Keadilan 

Dalam praktik peradilan, hakim dengan alasan dan 

pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala 

ketentuan yang hidup dalam masyarakat, baik dari ketentuan hukum 

tertulis maupun kebiasaan yang tidak tertulis apabila memilih asas 

keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.
207

 Dalam 

konteks ini maka hakim dituntut untuk terampil dalam menerapkan 

asas keadilan dan kebenaran di setiap pertimbangan hukum dalam 

putusannya.
208

 

Adapun setelah peneliti melakukan analisis terhadap Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018, peneliti 

memandang bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan asas 

keadilan. Majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang pada 

intinya menyimpulkan bahwa tidak ada bukti adanya perjanjian kerja 

antara penggugat dengan tergugat ini hanya berfokus pada bukti 

tertulis saja.
209

 Artinya majelis hakim dalam hal ini tidak 

mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang di 
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masyarakat. Yang mana pada hakikatnya pembuktian dalam hukum 

tidak seperti ilmu pasti seperti matematika, tetapi lebih bersifat sosial. 

Oleh karena itu, hakim tidak boleh hanya terpaku pada kebenaran 

formil, tetapi juga harus berusaha menggali kebenaran materiil dalam 

perkara perdata.
210

 

Lain halnya dengan kesimpulan dari majelis hakim dalam 

putusan tersebut, peneliti menemukan bukti yang dapat menguatkan 

fakta adanya hubungan kerja antara penggugat dan tergugat 

sebagaimana dalam penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. 

    

Sehingga peneliti berangapan putusan ini tidak sesuai dengan 

asas keadilan karena putusan ini lebih memihak kepada pihak yang 

kuat dibanding pihak yang lemah. Banyak perusahaan-perusahaan di 

Indonesia yang melakukan hal serupa, yakni perusahaan tidak 

menghendaki adanya perjanjian tertulis antara perusahaan dan para 

pekerjanya. Sebagaimana konsep keadilan Pancasila yang 

memandang bahwa keadilan harus selaras dengan penilaian dan 

perasaan dari bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia yang 

hidup dalam lingkup kekeluargaan, sangat menjunjung tinggi 

kepercayaan terhadap orang lain. Sehingga karena kuatnya rasa 

kekeluargaan di Indonesia, masyarakat terbiasa melakukan perjanjian 
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hanya atas dasar kepercayaan yang diungkapkan melalui lisan saja 

dan tidak membutuhkan adanya formalitas lainnya.
211

 

Mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia ini, Wirjono 

berpendapat bahwa pembuktian dengan keterangan saksi ini menjadi 

sangat penting bagi masyarakat Indonesia.
212

 Keterangan saksi yang 

mengetahui kebenaran peristiwa yang disengketakan di pengadilan 

ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam persidangan 

perkara perdata. Sebaliknya dalam perkara ini majelis hakim tidak 

mempertimbangkan fakta persidangan yang disampaikan oleh para 

saksi yang secara hukum memiliki nilai pembuktian. 

Apabila majelis hakim memutuskan demikian, maka akan 

tampak bahwa tidak ada perlindungan hukum terhadap pekerja yang 

melakukan perjanjian kerja secara lisan. Terlebih lagi setelah 

disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan 

dan kepastian hukum yang didapat oleh pekerja yang melakukan 

perjanjian kerja secara lisan ini telah dihilangkan. Kekuatan 

pembuktian dari perjanjian kerja secara lisan itu sendiri sudah 

memperlemah kedudukan pekerja. Ditambah lagi dengan tidak 

adanya perlindungan yang mereka dapatkan.  

Hal tersebut bertentangan dengan konsep keadilan John 

Rawls yang memandang keadilan sebagai justice as fairness, artinya 

keadilan tersebut harus dirasakan oleh seluruh pihak, bukan hanya 
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dapat dirasakan oleh pihak yang diuntungkan saja. Karena pada 

hakikatnya manusia memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk 

memperoleh keadilan. Kembali kepada perkara dalam putusan ini, 

perusahaan yang tidak mengakui perjanjian kerja secara lisan dengan 

pekerja/karyawannya sementara ada bukti yang memperkuat fakta 

adanya perjanjian kerja secara lisan diantara keduanya ini berarti 

perusahaan/tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai 

majikan yang memiliki kedudukan diatas pekerja/penggugat. 

Meski begitu majelis hakim tidak memperhatikan tindakan 

penyelewengan yang dilakukan oleh tergugat. Majelis hakim tidak 

sungguh-sungguh dalam mencari fakta perkara ini. Farid Escak 

seorang filsuf islam kontemporer memberi gagasan mengenai 

keadilan. Bahwa apabila ingin mewujudkan keadilan, maka penting 

untuk menerapkan metode interpretasi hermeneutika hukum secara 

baik. Dalam menyelidiki suatu perkara, maka hakim harus menggali 

secara mendalam dan menyeluruh dalam segala sudut pandang 

hukum agar putusan yang kemudian dikeluarkan, tidak bertentangan 

dengan asas keadilan. 

Dalam hal ini seyogyanya hakim dalam melakukan penemuan 

hukum tidak sekedar memahami teks dalam undang-undang secara 

tekstual saja namun harus membertimbangkan hal-hal lain diluar 

undang-undang. Dengan tidak mempertimbangkan bukti lain yang 
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ada, maka ketika ada kasus yang sama tidak ada jalan keluar dan 

solusi atas permasalahaan ini.  

Jika yang dimaksud bukti yang kuat adalah adanya surat 

pengangkatan pekerja sebagaimana diatur dalam UU 

Ketenagakerjaan terkait PKWTT, maka bagaimana jika perusahaan 

memang tidak membuat surat pengangkatan tersebut? Bagaimana 

jika memang benar telah terjadi perjanjian antara pekerja dan 

perusahaan. Akan tetapi tidak ditemukannya bukti surat 

pengangkatan ini memang karena kehendak perusahaan yang tidak 

mengeluarkan surat tersebut.  

Terlebih lagi keterangan dari saksi tergugat(Deni Kusanandar) 

yang mengatakan bahwa ia menduduki jabatan sebagai Operasional 

Manager PT Anyar Retail Indonesia meskipun sampai saat ini saksi 

juga belum menerima SK dari pihak perusahaan.
213

 Artinya bahwa 

perusahaan (tergugat) memang memiliki kebiasaan tidak 

mengeluarkan surat pengangkatan kerja terhadap para pekerjanya. 

Peran hakim dalam hal ini seharusnya dapat memberi 

kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan baik terhadap para 

pihak yang bersangkutan pun juga bagi masyarakat umum. Dalam hal 

ini agar tiga asas tersebut dapat terealisasikan maka hakim dapat 

memberi perlindungan hukum kepada pihak yang lemah untuk 

memperoleh sesuatu yang sudah menjadi haknya dengan cara 

                                                           
 

213
 Putusan No.196/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI.Bdg:24. 



 126 

mengabulkan gugatan yang telah ia ajukan. Hakim juga seharusnya 

mampu melakukan interpretasi suatu perkara dengan kewenangannya 

untuk memberikan sanksi kepada pihak tergugat yang telah 

melalukan penyalahgunaan wewenang dan tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 188 Undang-

Undang Ketenagakerjaan. 

4. Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 

K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Dengan 

Perjanjian Lisan 

Menurut Achmad Ali akibat hukum merupakan suatu akibat yang 

ditimbulkan dari adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek 

hukum.
214

 Terhadap penelitian ini, akibat hukum yang dimaksud adalah 

akibat hukum yang timbul dari adanya amar putusan majelis hakim 

terhadap salah satu perkara yang telah terdaftar dalam kepaniteraan 

Mahkamah Agung dengan register perkara nomor 761 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Lisan. 

Diantara akibat hukum dari putusan tersebut antara lain: 

a. Tidak diakuinya status penggugat sebagai tenaga kerja HRD Manager 

di PT Anyar Retail Indonesia 

Akibat hukum dari putusan ini adalah penggugat yang 

sebelumnya berstatus sebagai tenaga kerja HRD Manager di PT 

Anyar Retail Indonesia, setelah putusan ini dikeluarkan, status 
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penggugat serta hubungan hukum antara penggugat dan tergugat 

menjadi lenyap karena tidak diakui keberadaannya oleh hakim. Kerja 

keras penggugat yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu 

yang dimilikinya untuk bekerja pada perusahaan tergugat pada 

akhirnya tidak diakui perusahaan bahkan di mata hukum.  

Hal ini tentu memberi dampak kerugian terhadap penggugat 

karena segala yang telah ia curahkan dalam pekerjaannya kemudian 

tidak diakui oleh hukum sebagaimana yang telah diputuskan hakim 

dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018. 

Majelis hakim yang tidak dapat mengakomodir kebiasaan-kebiasaan 

yang hidup dalam masyarakat ini, hanya fokus melakukan interpretasi 

undang-undang secara tekstual saja sehingga putusan yang dihasilkan 

tidak mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan 

sebagaimana yang telah menjadi tujuan hukum. 

Undang-undang yang berisi norma-norma hukum yang abstrak 

dan masih bersifat umum ini tidak dapat ditafsirkan dengan 

memusatkan fokus perhatian pada makna biasa saja, akan tetapi yang 

lebih penting dari itu adalah dengan mempertimbangkan realitas yang 

dihadapi dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena tidak 

terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka putusan ini kemudian 

memberikan akibat hukum yang buruk yang pada akhirnya tidak dapat 

memberi perlindungan hukum kepada penggugat sebagai pihak yang 
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tertindas dari tindakan sewenang-wenang pihak yang lebih kuat yakni 

tergugat. 

b. Penggugat tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya ia dapatkan 

sebagai tenaga kerja HRD Manager di PT Anyar Retail Indonesia 

Selain status penggugat yang tidak diakui sebagai pekerja di 

PT Anyar Retail Indonesia, akibat hukum lainnya adalah penggugat 

tidak mendapat hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Apabila majelis 

hakim hanya berfokus terhadap adanya bukti tertulis tersebut, maka 

tentu saja putusan ini menjadikan penggugat sebagai pihak yang 

lemah yang tidak dapat membuktikan dalil kebenarannya. Bagaimana 

jika sebelumnya ketika keduanya masih terikat dalam hubungan 

hukum, penggugat telah berupaya untuk mengadakan bukti tertulis 

kepada tergugat namun tergugat menolak dan tidak mengabulkan 

keinginan penggugat? Sebagai pihak yang memiliki kedudukan yang 

lebih lemah, penggugat tentu tidak dapat melakukan apapun lagi 

karena penggugat sendiri memiliki tanggungan dan kebutuhan hidup 

yang hanya dapat terpenuhi apabia ia bekerja. 

Sebagaimana konsep asas keadilan yang digagas oleh John   

Rawls bahwa keadilan merupakan suatu kebajikan utama atas 

hadirnya institusi-institusi sosial yang memberikan kemashalatan 

kepada seluruh masyarakat, terutama terhadap kaum yang lemah dan 

tertindas. Apabila gagasan pemikiran John Rawls ini diterapkan pada 

kasus yang menimpa penggugat, maka posisi penggugat ini sebagai 
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pihak yang lemah yang mencari keadilan dengan memperjuangkan 

hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Baik haknya sebagai tenaga 

kerja maupun hak sebagai warga negara yang seharusnya mendapat 

perlindungan dari negaranya. Sebaliknya, tergugat yakni Perusahaan 

sebagai majikan dalam kasus ini dipandang sebagai pihak yang lebih 

kuat yang berusaha menindas dan merampas hak-hak penggugat. 

Apabila pemerintah tetap tidak memberi perhatian secara serius 

terhadap kondisi seperti ini, maka hakikat keadilan itu sendiri tidak 

akan bisa terwujud. 

c. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap penggugat yang telah 

melakukan perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan 

Sebagai suatu peristiwa hukum, sudah pasti bahwa putusan 

Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2018 memiliki akibat 

hukum terhadap perlindungan tenaga kerja yang terikat perjanjian 

kerja secara lisan. Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa 

setelah peneliti melakukan analisis, putusan tersebut tidak 

mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.  

Putusan dapat dinilai baik apabila akibat hukumnya 

mengandung kebaikan dan keadilan kepada seluruh pihak. Begitu pula 

sebaliknya, apabila putusan tersebut menghasilkan akibat hukum yang 

tidak adil dan hanya memperkeruh penderitaan maka putusan tersebut 

dapat dianggap buruk.
215

 Karena putusan tersebut tidak dapat 
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memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terikat 

perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan tempat ia bekerja. 

Maka amanat UUD 1945 dalam Pasal 28 D angka (1) untuk memberi 

perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara serta tujuan 

hukum untuk mengatur kesejahteraan masyarakat tidak dapat 

terwujudkan. 

d. Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar 

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 

761 K/PDT.SUS-PHI/2018, juga berakibat hukum bahwa penggugat 

diwajibkan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tidak hanya rugi tenaga, pikiran 

dan waktu yang selama ini ia curahkan untuk bekerja pada perusahaan 

tergugat, setelah di PHK secara sepihak pun penggugat tidak 

mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. 

Dan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 761 K/PDT.SUS-PHI/2018, penggugat juga mengalami 

kerugian dengan hukuman yang diberikan majelis hakim agar 

membayar biaya perkara yang telah diajukannya tersebut. Sementara 

tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya dan telah 

melakukan wanprestasi dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari 

hukuman. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah 

Agung Nomor 761 K/PDT.SUS-PHI/2018 tidak selaras dengan unsur 

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam pertimbangan 

hukumnya majelis hakim hanya berfokus terhadap adanya bukti tertulis 

tepatnya bukti surat pengangkatan pekerja meskipun terdapat bukti lain 

yang cukup untuk menguatkan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat 

memiliki hubungan kerja diantaranya kesaksian dari dua orang saksi 

penggugat dan dua saksi tergugat. Kemudian diperkuat dengan bukti foto 

copy buku rekening penggugat, surat pengunduran diri saksi serta slip gaji 

manual yang bertandatangan penggugat sebagai HRD  Manager PT Anyar 

Retail Indonesia. Terlebih lagi saksi tergugat yang menjabat sebagai 

operasional manager perusahaan mengakui bahwa stempel/cap dalam 

bukti tersebut sah dan diakui oleh perusahaan. 

2. Bahwa selain wajib memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam pembuatan 

perjanjian kerja, para pihak yang bersangkutan juga harus memperhatikan 

terpenuhinya asas-asas perjanjian. Namun realitanya asas-asas ini jarang 

diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian. Perjanjian kerja antara 

penggugat dan tergugat baik dalam konteks hukum perjanjian maupun 

hukum islam telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad ijarah, 

sehingga perjanjian tersebut sah secara hukum dan mengikat kedua belah 

131 
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pihak meskipun kemudian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan 

asas-asas perjanjian. Putusan ini tidak sesuai dengan asas keadilan karena 

hakim tidak mampu melindungi kaum yang lemah atas tindakan semena-

mena para pemodal dan penguasa. 

3. Bahwa karena tidak terlaksananya unsur kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan, hasil akhir putusan ini tidak dapat menyelesaikan polemik 

dalam masyarakat, khususnya terhadap para pekerja yang terikat perjanjian 

kerja secara lisan dengan perusahaan tempat ia bekerja. Tidak hanya 

penggugat yang akhirnya tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya ia 

dapatkan. Kemudian apabila terjadi kasus yang serupa maka putusan ini 

tidak memandang bahwa perjanjian kerja secara lisan ini memiliki 

kedudukan yang kuat di Indonesia dengan tidak memperhatikan kondisi 

sosial masyarakatnya. Maka dalam hal ini pemerkosaan hukum terhadap 

masyarakat tidak dapat dihindari lagi. Putusan dapat dinilai baik apabila 

putusan tersebut memberi akibat hukum yang mengandung kepastian 

hukum, nilai keadilan dan kemanfaatan. Karena putusan tersebut tidak 

dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terikat 

perjanjian kerja secara lisan dengan perusahaan tempat ia bekerja. Maka 

amanat UUD 1945 dalam Pasal 28 D angka (1) untuk memberi 

perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara serta tujuan hukum 

untuk mengatur  kesejahteraan masyarakat tidak dapat diwujudkan.  
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B. Saran-saran 

1. Hendaknya hakim dalam melakukan pertimbangan hukum disamping 

memperhatikan kebenaran formil, juga harus berani dengan kebebasannya 

sebagai hakim untuk menerapkan asas mencari kebenaran materil guna 

memberi putusan yang berkeadilan. Hakim dalam melakukan interpretasi 

terhadap undang-undang tidak cukup hanya memahami secara tekstual 

saja, namun juga perlu memperhatikan keadaan dan kehidupan sosial 

masyarakat. Sehingga undang-undang tersebut tidak hanya sekedar kata-

kata yang tidak memiliki makna, akan tetapi teks-teks tersebut dapat 

menjadi aturan yang memberi manfaat dan menjauhkan manusia dari 

kemudharatan. 

2. Hendaknya pemerintah memberi perhatian yang khusus untuk meberikan 

perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja di Indonesia yang terikat 

perjanjian kerja secara lisan. Kekuatan pembuktian dari perjanjian kerja 

secara lisan itu sendiri sudah memperlemah kedudukan pekerja. Ditambah 

lagi dengan tidak adanya perlindungan yang mereka dapatkan. Untuk itu 

pemerintah perlu untuk membenahi regulasi terkait perjanjian kerja secara 

lisan di Indonesia.  

3. Hendaknya pemerintah serta civitas academica untuk memberi edukasi 

kepada para tenaga kerja terkait pentingnya bukti tertulis dalam suatu 

perjanjian kerja. 

4. Hendaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia mematuhi peraturan 

sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang 
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Ketenagakerjaan. Sehingga tidak lagi ada kedudukan yang lemah dan kuat, 

namun terhadap semua pihak memiliki keseimbangan hak dan kewajiban. 

5. Hendaknya para tenaga kerja untuk lebih berhati-hati dalam menjalin 

hubungan kerja, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerja. Dengan 

menggali pengetahuan dan informasi yang cukup terkait dengan peraturan 

ketenagakerjaan, dapat membantu tenaga kerja untuk terhindar dari hal-hal 

yang berpotensi dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang lemah dan 

dirugikan. 

6. Hendaknya penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) 

kepada Mahkamah Agung. 
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